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ABSTRAK 
ANALISIS HUKUM TENTANG PIDANA PERCOBAAN TERHADAP 
TINDAK PIDANA TIDAK MENJAGA KEUTUHAN KOTAK SUARA 

HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 
(Studi Putusan:39/Pid.Sus/2019/PN Skl) 

OLEH: 
ALFHI SYARIFUDIN ASRI POHAN 

198400183 
BIDANG ILMU HUKUM KEPIDANAAN 

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat 
menjadi kursi penyelenggara negara legislatif dan eksekutif, pemilu 
diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan 
wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana tidak 
menjaga keutuhan kotak suara hasil pemilu dan Bagaimana pertimbangan hakim 
terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara 
pemilu pada putusan 39/Pid.Sus/2019/PN.Skl. Metode penelitian ini adalah yuridis 
normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Perbaikan sistem penanganan 
meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak 
hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan 
pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu 
jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu 
yang jujur dan adil. Dan Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tidak menjaga 
keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu pada putusan 
39/Pid.Sus/PN.Skl adalah Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula 
untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 537 Undang-undang Nomor 
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-
undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. 
Kata Kunci: Percobaan, Kotak Suara, Pemilu. 
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ABSTRACT 
LEGAL ANALYSIS OF PROBATIONARY PUNISHMENT FOR THE CRIME 

OF NOT MAINTAINING THE INTEGRITY OF THE BALLOT BOX OF 
THE ELECTION VOTING RESULTS 

(Study of Decision: 39/Pid.Sus/2019/PN Skl) 
BY: 

ALFHI SYARIFUDIN ASRI POHAN 
198400183 

FIELD OF CRIMINAL LAW 
General elections (elections) are procedures and mechanisms for converting 
people's votes into seats for legislative and executive state administrators, elections 
are held in order to realize people's sovereignty to produce people's representatives 
and democratic state government. The problems in this study are How is the rule of 
law against the criminal offense of not maintaining the integrity of the ballot box of 
election results and How is the judge's consideration of the criminal offense of not 
maintaining the integrity of the ballot box of election results in the verdict 
39/Pid.Sus/2019/PN.Skl. This research method is normative juridical. The data 
used is secondary data. Improving the handling system includes improving 
regulations; strengthening the capacity and professionalism of election law 
enforcers; and increasing the legal awareness of all election stakeholders. Without 
doing so, the system for handling election crimes will always be in place and will 
not be effective in supporting the realization of honest and fair elections. And the 
judge's consideration of the crime of not maintaining the integrity of the ballot box 
of election voting results in decision 39/Pid.Sus/PN.Skl is that the Defendants are 
sentenced, so they must also be burdened to pay court costs; Noting, Article 537 of 
Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 8 of 1981 
concerning the Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations. 
Keywords: Fogging, Box of election, Election. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah prosedur dan mekanisme konversi suara 

rakyat menjadi kursi penyelenggara negara legislatif dan eksekutif, pemilu 

diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan 

wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Pemilihan umum 

merupakan salah satu sarana atau mekanisme untuk membentuk suatupemerintahan 

yang benar sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat yang pada akhirnya 

diharapkan dapat membawa negara mencapai tujuan yang dicita- citakan. Pemilihan 

kepala daerah pada Tingkat I (Provinsi) maupun tingkat II (Kabupaten dan Kota) 

menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung. Hal ini sesuai dengan amanat 

dalam UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur, 

adil dan langsung. Agar kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat terjamin, dan 

pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan seluruh rakyat 

dapat benar-benar efektif fan efesien maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang 

bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang 

diselenggarakan secara berkala.1 Pada hakikatnya, Pemilu merupakan realisasi 

fungsi rekruitmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis. 

Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem Pemilu biasanya berisikan pola 

pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi 

 
 

1 Suko Wijono, Pemilu Multi Panai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia 
Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia, dalam Sirajuddin, dkk 
(Editor), Konstitusionalisme Demo-krasi, In-Trans Publishing, Malang, 2010, Hal.6 
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pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang 

menjadi calon dalam Pemilu. 

Dengan asas langsung, rakyat sebagai komponen penting dalam proses 

pemilihan memiliki hak untuk meyalurkan pilihannya secara langsung sesuai kata 

hatinya tanpa ada paksaan. Sifat pemilihan yang berbentuk umum yakni menjamin 

kesempatan seutuhnya untuk seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan 

agama, suku, jenis kelamin, ras, budaya dan pekerjaan. Seluruh warga Negara berhak 

menyalurkan suaranya tanpa ada tekanan dari siapapun. Dalam menyalurkan 

suaranya, semua warga Negara dijamin keamanannya, supaya dapat memilih sesuai 

hati nuraninya, sebagai Negara hukum yang dimana kebebasan kehendak 

pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan Hukum. 

Hasil Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 (UUD 45), Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya 

pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung dan serentak, tentunya ini 

merupakan langkah progresif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam 

pelaksanaan pemilu masih terdapatnya pelanggaran- pelanggaran di dalamnya yang 

mencederai rasa keadilan bagi rakyat. 

Walaupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah jelas 

dijelaskan macam-macam perilaku yang boleh untuk dilakukan dan perilakuyang 

disertai dengan sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melanggar, akan tetapi kejahatan 

masih terus mewarnai kehidupan manusia. Hal ini sangatlah wajar karena dalam 

diri manusia ada 2 (dua) unsur yang saling bertentangan, 
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yakni manusia memiliki akal yang lebih cenderung pada kebaikan, serta nafsu yang 

lebih berat kepada kejahatan. Akan tetapi tidak jarang manusia tidak kuat 

menahan kehendak syahwatnya, sehingga akal dapat dikalahkan oleh hawa 

nafsunya, kemudian lahirlah apa yang dinamakan tindak pidana.2 

Tentunya keadilan dalam penyelenggaraan pemilu dibutuhkan agar terjadi 

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam menjalankan amanah hukum, baik 

itu antara penguasa maupun rakyat. Asas keadilan merupakan salah satu instrumen 

penting dalam penyelenggaraan pemilu, selain itu juga terdapat asas langsung, 

umum bebas rahasia dan jujur. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Untuk mewujudkan integritas pelaksanaan suatu Pemilu, atau secara khusus 

menjamin integritas pemungutan dan penghitungan suara, prinsip-prinsip tersebut 

sangat penting diwujudkan karena akan menjamin legitimasi dan penerimaan atas 

proses penyelenggaraan dan hasil dari suatu pemilu. Manipulasi hasil penghitungan 

suara akan berdampak serius karena memungkinkan penetapan hasil 

pemilu  berbeda  dengan  kehendak  rakyat  yang  disampaikan  pada  waktu 
 

2 Tb. Rony R Nitibaskara, Konflik Sosial, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), Hal, 1 
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pemungutan suara di TPS. Masih banyak kecurangan tindak pidana dalam pemilu 

yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, contoh 

pelanggaran tersebut yaitu Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara 

Hasil Pemungutan suara pemilu bagi anggota KPPS di Desa Biskang. Hal ini berarti 

tindakan oknum KPPS dilakukan dengan sengaja dan melakukanpercobaan untuk 

melakukan tindak pidana, bahwa Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata- 

mata karena adanya niat saja. Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum di Negara 

Indonesia mengalami perubahan dari tahun ketahun baik itu perubahan berupa 

perbedaan tentang penambahan sanksi pidanasampai peningkatan jenis tindak 

pidana. Hal ini dikarenakan semakin hari modus tindak pidana pemilu semakin 

menjadi jadi dikarenakan banyaknya serta kompleksnya masyarakat yang terlibat 

dalam pemilihan umum, Negara demokrasi dikatakan sukses salah satunya dalam 

menyelenggarakan pemilunya. mengenai dengan pemilihan umum dengan 

melengkai sanksi pidana untuk para pelaku pelanggaran pemilu. Selanjutnya 

dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum, sebagai undang-undang yang baru yang mengatur tentang pemilihan umum 

sebagai aturan pelaksanaan pemilihan umum yang menggantikan undang- undang 

sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan umum. 

Undang-undang yang mengatur haruslah komplit karena aturanlah yang menjadi 

jargon terdepan jika terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu dan empat lembaga 

inilah yang berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yakni 

Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 
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Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium cogitationis poenam nemo 

patitur, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata 

hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam 

wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan 

tindak pidana  adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan. dan dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang tidak menjaga dan mengamankan keutuhan 

kotak suara, sebagaimana perintah Pasal 193 ayat (6) Undang-Undang No. 10 

Tahun 2016 yang menyatakan: “Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan 

keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat 

suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara 

kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling 

lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” 

tidak hanya pada upaya mengukur integritas pemilu saja. Identifikasi berbagai 

faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya manipulasi atau malpraktek 

dalam proses pemilu (electoral malpractice) juga telah menjadi fokus perhatian 

mereka. Birch dalam bukunya menyatakan bahwa memerangi malpraktek pemilu 

merupakan hal prinsip yang perlu dilakukan untuk mencapai integritas pemilu. 

Adapun penyebab utama dari tindakan malpraktek pemilu tersebut 

seringkali dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (inequality), rendahnya 

tingkat urbanisasi dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk 

melakukan protes.3Ada tiga penyebab malapraktik pemilu masih kerap terjadi 

di Indonesia. Pertama, relasi patronase yang kuat di antara para penyelenggara 
 

3 Rahmatunnisa, M.” Mengapa Pemilu Itu Penting” Vol. 3 No. 1 2017, Hal. 1-11 
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pemilu, calon legislatif (caleg) dan pemilih. Patronase politik adalah penggunaan 

sumber daya untuk memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan 

dukungan elektoral.Setiap caleg atau pasangan calon dalam pemilihan kepala 

daerah (pilkada) merasa perlu untuk mengeksploitasi relasi personal, patronase, 

ataupun kekerabatan demi kemenangan yang ingin diperoleh.Relasi yang terbangun 

ini melibatkan hal-hal material dan non- material sebagai bahan transaksi di antara 

para aktor tersebut. Aspek material adalah biaya politik; sementara non-material 

berupa hubungan yang bersifat sosial dan kultural yang disebabkan karena 

kekerabatan ataupun hubungan kedekatan secara personal.4 Pembahasan tentang 

beragam penyebab pelanggaran pemilu yang mengakibatkan pemilu menjadi tidak 

berintegritas, dapat menjadi dasar pijakan untuk memformulasi tindakan 

pencegahan dan penanganan beragamfaktor potensial malpraktek dalam pemilu. 

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan 

kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program- 

programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah 

ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.Setelah pemungutansuara dilakukan, 

proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau 

sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh 

para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. 

Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah 

pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan 

figure dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide 

 

4https://koransulindo.com/riset-ini-tiga-penyebab-praktik-kecurangan-pada-pemilu/ 
(diakses: pada 19 Desember 2022, 10.03 Wib). 
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demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah 

kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Maka ketika 

demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, 

penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam 

pembentukan kepemimpinan sebuah negara.5 

Bagi bangsa Indonesia sendiri, pemilu merupakan salah satu tolak ukur 

berjalannya demokrasi baik pemilu dalam tingkat nasional maupun daerah 

(Pilkada). Karena itu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

demokrasi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil.6 

Pelaksanaan Pemilu dalam suatu Negara dapat dikatakan berintegritas apabila 

dalam proses pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan berdasarkan 

asas-asas pemilu yang demokratik, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil, transparan, dan akuntabel; dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan 

manipulasi, sehingga hasil pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama 

dengan suara yang diberikan oleh para pemilih; dilaksanakan oleh penyelenggara 

pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dan Panitia Pelaksana 

Pemilihan (KPPS, PPS, dan PPK) berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Peraturan 

KPU, Tahapan, Program dan Waktu Penyelenggaraan Pemilu, serta Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu; diawasi oleh peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan 

pemilih, serta media 

 

 
 

5https://adyisman.blogspot.com/2012/11/kecurangan-dalam-pemilihan-umum-di.html 
(diakses:12 Desember 2022,9.42 Wib). 

6Ratna Solihah dan Siti Witianti, “Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu 
Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal Bawaslu, 3, no. 1 (2017): hal. 15. 
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massa; ditegakkan secara konsisten, imparsial, dan tepat waktu (timely) oleh 

berbagai institusi penegak peraturan pemilu. 

Bahwa pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak tersegel 

tersebut saksi WAHID BERUTU dan saksi SURAHMAD HARIYONO selaku PPS 

juga ikut membawa kotak suara tersebut yang mana secara tidak langsung 

penyerahan kotak suara tersebut memang belum dilakukan akan tetapi hal tersebut 

seharusnya sudah harusa diserahkan oleh para terdakwa kepada PPS karena kotak 

suara sudah tidak lagi berada di lokasi TPS 4 Desa Biskang dan berdasarkan 

peraturan badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 dijelaskan 

bahwa pemindahan kotak suara dari TPS ketempat yang lain dapat dilakukan 

apabila terjadi bencana alam dan terjadi gangguan penerangan pada lokasi TPS 

namun demikian alasan tersebut tidak terpenuhi sehingga perbauatan tersebuttidak 

dibenarkan kemudian para terdakwa juga belum menyelesaikan seluruh proses 

penghitungan dan rekapitulasi penyalinan C1 hologram (setifikat perhitungan 

suara) sehingga kotak tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dibawa atau 

dipindahkan ke Aula Kantor Kecamatan Danau Paris selain oleh PPS terlebih 

kondisi kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel karena akan 

menimbulkan kecurigaan akan terjadinya kecuarangan. 

Bilamana terjadi pelanggaran dalam Pemilihan umum, yang harus dibedakan 

apakah itu pelanggaran etik atau pelanggaran hukum. Pelanggaranhukum yang 

terjadi sewaktu pemilu diadakan Undang-undang Nomor 8Tahun 2012 Tentang 

Pemilhan Umum, maka harus dilakukan penyidikan untuk menyelesaikan 

pelanggaran tersebut. Namun hal ini belum bisa dilakukan secara maksimal karena 

terkendala oleh beberapa persoalan 
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yang menyangkut waktu penyidikan yang sangat terbatas. Selain itu persepsi 

masyarakat mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi, untuk itu 

penyidikan terhadap tindak pidana pemilhan umum perlu dibahas secara tuntas. 

Sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan 

agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen 

mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi 

perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum 

pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. 

Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akanselalu jalan di 

tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang 

jujur dan adil. 

Atas dasar pertimbangan tersebut maka perlu ada tinjauan lebih lanjut 

terhadap masalah ini. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai tindak 

pidana yang dilakukan oleh KPPS dilihat dari sistem peradilan pidana. Berdasarkan 

uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dalam sebuah penulisan hukum dengan judul “Analisis Hukum Tetang Pidana 

Percobaan Terhadap Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak SuaraPemilu 

(Studi Putusan: 39/Pid.Sus/2019/PN Skl). 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana tidak menjaga keutuhan 

kotak suara hasil pemilu? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tidak menjaga 

keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu pada putusan 

39/Pid.Sus/2019/PN.Skl? 

 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui unsur-unsur delik materil dan delik formil terhadap tindak 

pidana pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun2017 

tentang Pemilihan Umum. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak 

menjaga kotak suara hasil pemungutan suara pemilu bagi anggota KPPS di 

desa biskang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini 

antara lain: 

1. Secara teoritis 
 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk 

melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya 
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mengenai pelaksanaan pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak menjaga 

keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu bagi anggota KPPS di desa 

biskang. 

2. Secara praktis 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat 

agar lebih memahami pelaksanaan pidana percobaan terhadap tindak 

pidana tidak menjaga keutuhan kotak suara pemilu bagi anggota KPPS di 

desa biskang. 

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan 

akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan 

terkait pelaksanaan pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak 

menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu didesa 

biskang. 

 
 

1.5 Keaslian penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi 

dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian 

yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi 

ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain: 

1. Bambang Sugianto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumpah Pemuda 

dengan judul skripsi “ Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk- bentuk Tindak 

Pidana pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum” Permasalahan yang dibahas yaitu: 
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a. Melihat dari uraian diatas dan mempelajari dari Undang-Undang tentang 

Pemilihan Umum, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan 

Kepala Daerah dan Pemilihan anggota DPR.RI, DPD.RI dan DPRD 

Provinsi, Kabupaten/kota, maka penulis akan mengkaji tindak pidana 

pemilu yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. Dengan diberlakunya Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada bulan Agustus mendorong 

penulis untuk melihat dan menganalisa yang berhubungan dengan Tindak 

Pidana Pemilihan Umum, hal ini disebabkanPemilihan Umum pada tahun 

2019 akan datang dilaksanakan serentak antara Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden dengan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

2. Magdalena Laurenzia Saba Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Samratulangi (UNSRAT) dengan judul skripsi “Kajian Yuridis Terhadap 

Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah’’ Permasalahan yang dibahas yaitu: 

a. Bagaimana Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia? 

b. Bagaimana Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Menurut Ketentuan Hukum? 

3.  A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H., M.H. UPT. Pelayanan 

Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar dengan judul jurnal 
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“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat” 

Permasalahan yang dibahas yaitu: 

I. Apakah Yang Menjadi Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 

Bersyarat ? 

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian penulis yang berjudul “Efektivitas 

Pidana Percobaan Terhadap Tindak Pidana Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara 

Hasil Pemungutan Suara Pemiu (Studi Putusan: 39/Pid.sus/2019/PN Skl)” memiliki 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas 

tentang bagaimana efetitvitas pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak 

menjaga keutuhan kotak suara bagi anggota KPPS, dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana unsur -unsur delik matril dan delik formil terhadap tindak pidana 

pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

pemilihan umum. 

2. Bagaimana efektivitas pidana percobaan terhadap tindak pidana tidak 

menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu bagi anggota 

KPPS di desa biskang. 
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l l l l                   l l l 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

Tindak pidana belrasal dari istilah yang belrada didalam hulkulm pidana yaitu l 

strafbaar felit ataul dellict, akan teltapi sampai saat ini be llulm ada konselp yang dapat 

me lnjellaskan istilah te lrse lbu lt selcara kelsellulrulhan. Tindak pidana u lntu lk telrjelmahan 

strafbaar felit atau l dellict selbagaimana yang digu lnakan olelh R. Trelsna dan ultrelcht 

dalam bulku l C.S.T dikelnal julga selpe lrti belbelrapa telrjelmahan yang lain selpe lrti 

pellanggaran pidana, pelrbulatan pidana, dan pelrbulatan yang bolelh dibelri hu lkulman 

ataul  pe lrbulatan yang dapat dihulkulm. Melnu lru lt Moelljatno, pelrbulatan pidana adalah 

pelrbu latan yang dilarang ole lh su latul  atulran hu lkulm, larangan te lrse lbu lt dise lrtai 

ancaman (sanksi) be lrulpa pidana te lrte lntul bagi barang siapa mellanggar larangan 

tersebut. 7 Istilah yang pernah digunakan baik didalam perundang-undangan yang 

ada atau lpuln didalam be lrbagai litelratulr hulkulm selbagai telrjelmahan dari istilah 

strafbaar felit adalah: 

1) Tindak pidana, melrulpakan istilah relsmi didalam pelrulndang-ulndangan. 

Banyak pelratulran pe lrulndang-u lndangan me lnggulnakan istilah tindak pidana. 

2) Pelristiwa pidana, banyak digulnakan olelh belbe lrapa ahli hu lkulm contohnya 

bu lkan hu lku lm pidana indonelsia. Pelmbe lntulkan pelrulndang-u lndangan julga 

melnggu lnakan istilah dari pe lritiwa pidana, yaitul didalam ulndang-ulndang 

dasar selmelntara Tahu ln 1950 dalam pasal 14 ayat 1. 

3) Dellik, belrasal dari bahasa latin dellictu lm yang digulnakan ulntu lk 

melggambarkan telntang yang dimaksu ld delngan strafbaar felit. 

 

7 Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, Hulkulm Pidana, (Jakarta: CV. Budi Utama ,2014), 
Hal.35. 

l l l l l l                        l l 
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4) Pellanggaran pidana, dapat dijulmpai didalam bu lku l pokok-pokok hulkulm 

pidana yang ditullis ole lh Tirtaamidjaja. 

5) Pelrbulatan yang be llulm dihulkulm, isistilah ini digulnakan olelh Karni didalam 

bulku lnya yang belrju ldu ll “Ringkasan telntang hu lku lm pidana”. 

Pelrulmulsan strafbaar felit melrulpakan pelrbulatan yang dilarang olelh ulndang- 

ulndang atau l su latul pelrbu latan yang diancam delngan hulkulm. Andi Hamzah 

melnye lbultkan bahwa tindak pidana melrulpakan kellakulan manu lsia yang diru lmu lskan 

didalam ulndang-ulndang selbagaimana pelrbulatan yang mellawan hu lku lm yang dapat 

dipidana delngan mellaku lkan su latu l belntulk kelsalahan. Orang yang tellah me llakulkan 

tindak pidana haru ls dapat melmpelrtanggulngjawabkan pelrbulatannya delngan 

hulkulman pidana apabila ia melmang belnar mellakulkan kelsalahan. 

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana melrulpakan pelnge lrtian dasar dalam hulkulm pidana (yulridis 

normatif). Keljahatan atau l pe lrbu latan jahat bisa diartikan selcara yulridis atau l 

kriminologis. Belbelrapa tindak pidana melnulrult para ahli yaitul: 

a) Me lnulru lt Moelljatno tindak pidana melrulpakan pelrbulatan yang dilarang 

olelh atulran hulkulm dimana larangan te lrse lbu lt diselrtai delngan ancaman 

(sanksi) yang belrulpa pidana telrtelntul, u lntu lk yang tellah mellanggar larangan 

telrselbult. 

b) Melnu lru lt Barda Nawawi Arie lf me lnyelbu ltkan tindak pidana delngan selcara 

u lmu lm yang dapat diartikan selbagaimana pelrbulatan yang mellawan hu lku lm 

baik selcara formal mau lpu ln selcara matelriil. 
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l l l l l l 

l l l 

c) Me lnulru lt D. Simons tindak pidana melrulpakan tindakan yang mellanggar 

hu lku lm, pelrbulatan yang dilakulkan delngan cara selngaja atau lpu ln selcara 

tidak selngaja olelh selselorang yang haru ls dipelrtanggulngjawabkan atau l 

pelrbulatannya / tindakannya didalam ulndang-ulndang tellah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau dipidana. 8 

d) Me lnulrult Vos, tindak pidana adalah su latu l kellaku lan manulsia diancam 

pidana olelh pelratulran-pe lratulran ataul ulndang-ulndang jadi su latu l kellakulan 

pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.9 

Dalam ru lmu lsan yang dinyatakan olelh Simons telntang pe lnge lrtian tindak 

pidana(straafrelchtfelit),ju lga diatulr dalam asas hulkulm pidana indone lsia, yaitul asas 

lelgalitas (principlel of lelgality) atau l dalam bahasa latin selring diselbu lt delngan 

“Nu lllulm Dellictu lm Noellla Poe lna Sine l Prae lvia Lelgelpoelnalli”, adalah “ Tidak ada 

pelrbulatan yang dilarang dan diancam delngan pidana jika tidak ditelntulkan te lrlelbih 

dahullu l dalam pe lrulndang-u lndangan”, keltelntulan lainnya ju lgab dapat ditelmulkan dan 

diatulr dalam pasal 1 ayat (1) KU lHP, yang belrbulnyi “Tidak sulatul pelrbulatan dpat 

dipidana, ke lculali atas ke lkulatan pelratulran pidana dalam pelrulndang-u lndangan pasal 

te lrse lbult” pe llakul  tindak pidana adalah kellompok atau l orang yang me llaku lkan 

pelrbulatan ataul tindak pidana yang belrsangkultan delngan arti orang yang mellakulkan 

delngan u lnsu lr kelselngajaan ataul  tidak selngaja se lpelrti yang diisyaratkan olelh ulndang- 

ulndang atau l yang tellah timbull akibat yang tidak dikelhelndaki olelh ulndang-ulndang, 

baik itul melrulpakan ulnsulr-ulnsulr objelktif maulpuln su lbjelktif, tanpa mellihat pelrbulatan 

itu l dilakulkan atas kelpu ltu lsan selndiri ataul delngan dorongan 

 
8 P. A.F Lamintang, Dasar-dasar Hulkulm Pidana di indone lsia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014) Hal.15. 
9 Tri Andrisman, Hu lku lm Pidana Asas-asas dan Dasar Atulran U lmulm Hulku lm Pidana 

Indonelsia, (Ulnive lrsitas Lampulng, 2009), Hal.70. 
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pihak keltiga. Barda Nawawi Arie lf melnyatakan bahwa “Tindak pidana selcara u lmu lm 

dapat diartikan selbagai pelrbulatan yang mellwan hu lku lm baik selcara formal maulpuln 

selcara matelriil”. Orang yang dapat dinyatakan selbagai pellaku l  tindak pidana dapat 

dilihat dalam belbelrapa macam, antara lain: 

a) Orang yang mellakulkan (dadelr plageln) orang yang belrtindak selndiri u lntu lk 

mellakulkan tuljulannya dalam su latu l pelrbulatan tindak pidana. 

b) Orang yang melnyu lru lh mellakulkan (doeln plageln) ulntulk mellakulkan sulatul 

tindak pidana dipe lrlulkan paling seldikit 2 (du la) orang, yaitu l orang yang 

mellaku lkan dan orang yang me lnyulru lh me llaku lkan, jika bu lkan pihak 

pelrtama yang me lalaku lkan tindak pidana, akan teltapi delngan bantulan pihak 

lain yang melrulpakan alat u lntulk mellakulkan tindak pidana. 

c) Orang yang tu lru lt mellaku lkan (melde l plageln) yang artinya mellakulkantindak 

pidana be lrsama-sama. Dalam hal ini dipe lrlulkan paling seldikit 2(dula) 

orang ulntulk mellaku lkan tindak pidana yaitu l dade lr plage ln dan me lde l 

plageln. 

d) Orang yang delngan melmanfaatkan atau l melnyalahgulnakan jabatan, 

melmbe lri ulpah, pelrjanjian, melmaksa selselorang, ataul  delngan selngaja 

melmbu lju lk orang ataul pihak lain u lntu lk mellakulkan tindak pidana. 

Pelrbulatan yang dapat dikelnakan pidana dibagi melnjadi 2 (dula) macam, yaitu l 

selbagai belriku lt: 

a) Pelrbulatan yang dilarang olelh ulndang-ulndang. 
 

b) Orang yang mellanggar larangan itul. 
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2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana 

Me lnulrult Lamintang, bahwa seltiap tindak pidana dalam KU lHP pada 

ulmu lmnya dapat dijabarkan ulnsulr-ulnsulrnya melnjadi dula macam, yaitu l ulnsu lr-ulnsulr 

sulbjelktif dan objelktif. Yang dimaksu ld delngan u lnsu lr-ulnsu lr “sulbye lktif “adalah 

ulnsulr-u lnsu lr yang mellelkat pada diri sipellakul ataul yang belrhulbulngandelngan diri 

sipellakul dan telrmasulk keldalamnya yaitul selgala selsu latu l yang telrkandu lng didalam 

hatinya. Seldangkan yang dimaksu ld delngan u lnsu lr “obyelktif” itul adalah ulnsulr-u lnsu lr 

yang ada hulbulngannya delngan ke ladaan-keladaan, yaitul keladaan-keladaan dimana 

tindakan dari sipellakul itul haruls dilaku lkan. U lnsulr-u lnsu lr objelktif dari su latu l tindak 

pidana itu adalah:10 

a) Kelselngajaan ataul keltidakse lngajaan (cu llpa ataul doluls); 
 

b) Maksuld atau l voornelmeln pada su latul  pe lrcobaan atau l pogging se lpelrti 

dimaksu ld pada pasal 53 ayat (1) KU lHP; 

c) Macam-macam maksuld atau l oogmelrk selpe lrti yang telrdapat misalnya 

dalam keljahatan-keljahatan pelncu lrian, pelnipulan, pelme lrasan, pelmalsu lan, 

dan lain-lain; 

d) Melrelncanakan telrlelbih dahullu l ataul  voorbeldachtel raad selpelrti misalnya 

telrdapat didalam keljahatan pelmbulnulhan melnu lru lt pasal 340 KU lHP; 

e) Pelrasaan taku lt atau l vre lss selpe lrti yang antara lain telrdapat didalam 

rulmu lsan tindak pidana me lnulrult pasal 308 KUlHP. 

Ulnsu lr objelktif dari se lsu latu l tindak pidana itul adalah: 

a) Sifat mellanggar hulkulm ataul weldelrrelchtellijkhelid. 

b) Kulalitas dari si pe llaku l, misalnya “Ke ladaan selbagai selorang pelgawai 

Nelge lri” di dalam keljahatan jabatan me lnulrult pasal 415 KU lHP atau l  

 

10 Rahmanu lddin Tomalili, Hu lku lm Pidana, (Yogyakarta: CV. Buldi Ultama, 2012). Hal.12. 
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l l l l l l 

l l l l l l l l l 

l 

l                 l l          l l 

“keladaan selbagai pe lngu lru ls ataul  komisaris dari su latu l pelrselroan telrbaras” 

di dalam keljahatan melnu lru lt pasal 398 KU lHP.Kau lsalitas, yakni hulbulngan 

antara se lsulatul tindakan selbagai pelnyelbab delngan se lsu latul kelnyataan 

selbagai akibat. 

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:11 

a) Sifat mellanggar hu lku lm; 
 

b) Ku lalitas si pellaku l; 
 

c) Kulalitas, yakni hu lbu lngan antara se lsulatul tindakan selbagai pelnyelbab 

delngan se lsulatu l kelnyataan selbagai akibat. 

Ulnsulr Tindak Pidana dapat dilihat dari du la suldult pandang yaitu l dilihat dari 

suldult pandang teloritis dan julga suldult pandang ulndang-ulndang. Suldult Ulndang- 

ulndang melrulpakan bagaimana belntu lk nyata tindak pidana dirulmu lskan melnjadi 

tindak pidana te lrtelntu l telrdapat di dalam pasal pe lrulndang-u lndangan yang ada, dan 

julga ulnsulr-u lnsu lr pidana melnu lru lt para ahli yaitul: 

a) U lnsulr-u lnsu lr tindak pidana melnu lru lt Moelljatno ialah ancaman pidana (bagi 

yang mellanggar tindak pidana), ulnsu lr pe lrbu latan, dan pelrbu latan yang 

dilarang (olelh atulran hu lku lm). 

b) Ulnsu lr tindak pidana me lnu lru lt Schravelndijk ialah mellipulti kellakulan yang 

belrtelntangan delngan ke lte lntulan hulkulm dan dapat diancam delngan 

hukuman bila dilakukan oleh orang yang berbuat suatu kesalahan.12 

Pada prinsip KU lHP melnganult sistelm dapat dipidananya pelselrta pelmbantu l 

tidak sama delngan pelmbulat. Pidana pokok u lntu lk pelmbantul diancam le lbih rinagan 

dari pelmbu lat. Prinsip ini telrlihat dalam pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUlHP 

 
 

Hal. 13. 

11 Zuleha, Dasar-dasar Hulku lm Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) Hal.95. 
12 Andi Hamzah, Asas-asas Hu lku lm Pidana Eldisi Relvisi, (Jakarta: Rineka Cipta,2017), 
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diatas yang melnyatakan bahwa maksimu lm pidana pokok ulntulk pe lmbantu lan 

dikulrangi se lpe lrtiga, dan apabila keljahatan yang dilakulkan diancamkan delngan 

pidana mati atau l pidana pelnjara se lulmu lr hidu lp, maka maksimu lm pidana pokok 

ulntulk pelmbantul adalah 15 tahuln pelnjara. 

 
 

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana 

Relchtdellicteln dan weltdellict adalah pelrbulatan yang belrtelntangan dan tidak 

selsulai delngan kaeladilan yang ada. Dimana yang dimaksu ld delngan pelrbu latan yang 

belrtelntangan dan tidak se lsu lsai delngan keladaan me lru lpakan pelrbu latan yang 

melru lgikan orang lain baik itul telrmaksu ld keldalam tindak pidana yang telrdaoat 

disu latul  ulndang-ulndang ataulpu ln yang tidak. Jadi pada intinya selgala pelrbulatan yang 

dirasakan olelh masyarakat yang sifatnya melngganggu l dan tidak se lsu lai delngan 

keladilan diselbult delngan pelrbulatan telrselbu lt diantaranya pelmbu lnu lhan, pe lnculrian 

selmacam ini dise lbu lt keljahatan atau l malapelrsel. Kelmuldian yang diselbu lt delngan 

dellik adalah pelrbulatan yang mellanggar hu lku lm namu ln baru l disadari selbagai su latu l 

tindak pidana karelna ulndang-ulndang melnye lbultnya selbagai dellik. Ulndang-ulndang 

melnye lbultkan dan melngancam pelrbu latan te lrselbu lt melrulpakan tindak pidana maka 

pelrbulatan telrselbu lt dikelnai sanksi pidana, adapulla yang me lngatakan bahwa antara 

keldu la jelnis telks telrselbu lt telrdapat pelrbe ldaaan yang belrsifat ku lantitatif. 

Dimana yang dimaksu ld delngan kulantitatif ini adalah sulatul pandangan yang 

me lleltakkan kritelriulm pada keldu la te lrselbu lt telrdapat pelrbeldaan yang dilihat dari sisi 

se lgi kriminologi adalah pellanggaran itu l lelbih ringan dari pada keljahatan. Selrta 

dalam hulkulm pidana julga melngelnai dellik formil dan dellik matelriil yang dimana 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Alfhi Syarifudin Asri Pohan - Analisis Hukum Tentang Pidana Percobaan Terhadap ....



21  

l l l l l l l l l l l 

dellik formil adalah dellik yang pelrulmulsannya dititik belratkan pada pelrbulatan yang 

dilarang.13 Jadi segala perbuatan jika melanggar hukum itu disebut dengan delik 

formil dari telrselbu lt tellah se llelsai delngan dilaku lkannya pe lrbulatan yang me lrulgikan 

te lrse lbult. Misalnya pelnghasu ltan yang telrdapat dipasal 160 KU lHP, ke lmu ldian 

pelnyulapan dipasal 209 dan 210 KUlHP, dan sulmpa palsu l dipasal 242 KUlHP, jika 

selgala pelrbu latan yang dirasa mellanggar hu lku lm dapat diselbu lt delngan dellik formil 

seldangkan dellik matelriil adalah dellik yang pelru lmulsannya dititik belratkan kelpada 

akibat yang telrjadi seltellah adanya pelrbulatan mellanggar hulkulm. 

Keltika sulatul pelrbulatan yang me llanggar hu lkulm itu l tidak melnimbullkan 

kelrisaulan belrkellanjultan maka bu lkan tinjau lan ultama dari dellik matelril ini. Su latu l 

pelrbulatan dapat dikatakan mellanggar tindak pidana apabila pe lrbulatan te lrse lbu lt tellah 

melnghasilkan akibat yang tidak dikelhelndaki atau l tidak selsu lai. Misalnya dalam 

pelmbakaran pasal 187 KU lHP keljadian pelmbakaran melrulpakan su latul hal yang 

melru lgikan orang dan akibatnya sangat nyata dirasakan dan dapat dilihat. 

Adapuln jelnis-jelnis pidana pokok yang diru lmulskan dalam Kitab U lndang- 

Ulndang Hulku lm Pidana mau lpu ln yang telrselbar dilular Kitab Ulndang-Ulndang 

Hulkulm Pidana, yaitul : 

a. Pidana Mati 
 

Pidana mati adalah jelnis pidana yang telrbelrat dalam Hulkulm Pidana kita, di 

belbelrapa nelgara, pidana ini bahkan suldah dihapu lskan. Dijatu lhkannya ataul dapat 

dijatu lhkannya pidana mati ini dalam praktik pelnelgakan hulkulm, telntu l tidak telrlelpas 

dari dirulmulskannya pidana mati itul dalam Hulkulm Pidana. Artinya olelh karelna 

adanya pelru lmu lsan pidana mati ataul olelh karelna diancamnya sulatul 

 

13 Padrisan Jamba, Analisis Pe lne lrapan De llik Adulan Dalam Ulndang-ulndang Hak Cipta 
U lntu lk Me lnanggullangi Tidak Pidana Hak Cipta Di Indonelsia, Vol 3.No1, (April 2015), Hal.37. 
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l 

ke 15 

keljahatan telrtelntu l delngan pidana mati lah maka pellaku l keljahatan yang te lrtelntu l 

te lrse lbult dapat dijatulhkan pidana mati, apabila pidana mati te lrse lbult tidak 

dirulmu lskan pada keljahatan telrtelntul, maka pellakul keljahatan telrtelntu l  telrselbu lt tidak 

dapat dijatuhkan pidana mati.14 

b. Pidana Pelnjara 

Pidana pelnjara ialah jelnis pidana yg be lrada pada ulrultan keldu la dalam ulrultan 

pidana ultama yg ditelntulkan dalam Pasal 10 Kitab Ulndang-Ulndang Hu lku lm Pidana. 

(R.Soelsilo, 1986). Selbagai je lnis pidana yang belrada di ulrultan keldula, pidana pelnjara 

belrarti tidak selbe lrat pidana mati, namuln lelbih be lrat dari pidana kulrulngan apalagi 

pidana delnda. Pidana pelnjara adalah jelnis pidana yang ditu lju lkan telrhadap hak 

ke lmelrdelkaan (kelbelbasan) be lrgelrak, yakni delngan me lmbatasi ke lme lrdelkaan 

belrgelrak si te lrpidana. Ada dula macam pidana pelnjara ini, yakni pidana pelnjara 

se lulmulr hidu lp dan pidana pelnjara selmelntara se llama-lamanya du la pullu lh tahuln. 

Ke ljahatan-keljahatan yang diancam delngan pidana pelnjara se lulmulr hidulp selbagai 

pidana ultamanya itu l antara lain; keljahatan te lrhadap Ke lamanan Nelgara (Pasal 106, 

107 ayat (2), 108 ayat (2), 110 ayat (1) dan (2), dan 124 ayat 

(2) KUlHP, keljahatan telrhadap Ne lgara yang Belrsahabat dan telrhadap Kelpala dan 

wakil Kelpala Nelgara yang Belrsahabat (Pasal 140 ayat (2) KUlHP), keljahatan yang 

melndatangkan Bahaya bagi Kelamanan U lmu lm Manulsia atau l Barang (Pasal 187 

3el, 194 ayat (2), 196-3el, 198-2el, 200-3el, 202 ayat (2), dan 204 ayat (2) KU lHP; dan 

ljahatan telrhadap jiwa (Pasal 339 KUlHP). 
 

c. Pidana Ku lru lngan 
 

14 Elrdianto Elfe lndi, 2011, Hu lku lm Pidana Indonelsia Su latu l Pe lngantar, Pelkanbarul-Bandu lng: 
Relfika Aditama, hal.47 

15 Rizana, Andrelw Shandy Ultama, Irelne l Svinarky, “Pe lngaru lh Meldia Sosial Te lrhadap 
Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Belntu lk-Be lntu lk Pe lrbulatan Hu lku lm Barul Di Me ldia Sosial”, 
Julrnal Cahaya Keladilan, Vol. 9, No. 2, Oktobe lr 2021. 
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Pidana kulrulngan adalah jelnis pidana yang belrada pada u lru ltan keltiga dalam 

u lru ltan pidana yang ditelntulkan dalam Pasal 10 KUlHP. Selbagai pidana yang belrada 

dalam ulrultan keltiga, je lnis pidana ini telrgolong pidana ringan, yang u lmu lmnya 

diancam selbagai pidana ultama u lntu lk jelnis pellanggaran. Di satu l  sisi pidana 

kulrulngan ini melmpulnyai kelsamaan delngan pidana pelnjara, walaulpuln di sisi lain ada 

pu lla pelrbeldaannya. Pelrsamaannya delngan pidana pelnjara adalah pidana 

kulrulngan ini sama delngan pidana pelnjara, dituljulkan telrhadap hak kelme lrde lkaan 

(kelbelbasan) belrgelrak, yakni mellaluli pelmbatasan kelmelrdelkaan belrgelrak. Adapuln 

pelrbeldaannya, yang ultama te lntu l adalah dari selgi lamanya, pidana pelnjara itu l 

sellama-lamanya sampai dula pu llu lh tahuln, bahkan sampai selu lmu lr hidu lp, seldangkan 

pidana ku lru lngan itu l sellama-lamanya hanya sampai satu l  tahu ln elmpat bu llan. Di 

samping itul pelrbeldaannya delngan pidana pelnjara adalah dari selgi pellaksanaan 

pidana kulrulngan itul, pellaksanaannya be lrbe lda delngan pidana pelnjara. 

d. Pidana Delnda 
 

Pidana delnda melrulpakan jelnis pidana yang paling ringan, pada ulru ltan jelnis 

pidanna yang ditelntulkan dalam Pasal 10 KU lHP, ditelmpatkan diulrultan kelelmpat 

(ulru ltan yang telrakhir).Pidana de lnda adalah jelnis pidana yang dituljulkan telrhadap 

harta (ulang). Sama halnya delngan pidana ku lru lngan, pidana ini pada u lmu lmnya 

diancam pada pellanggaran. Pelrulmulsannya (tulnggal-altelrnatif-kulmullatif atau l 

gabu lngan altelrnatif-kulmu llatif), pidana delnda sellalu l diru lmulskan selcara tulnggal, 

selcara altelrnatif atau l selcara ku lmullatif. Dalam hal delnda itu l dirulmu lskan selbagai 

pidana ultama, maka pidana delnda telrselbu lt dirulmu lskan selcara tu lnggal, olelh karelna 

tidak ada pidana lainnya yang lelbih ringan yang dapat dijadikan selbagai 
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altelrnatif dari pidana delnda, misalnya yang didapati dalam Pasal 489 ayat (1), 490, 

491 KU lHP. Dalam hal dirulmu lskan selcara altelrnatif, pidana delnda telrse lbu lt sellalu l 

melrulpakan alte lrnatif dari pidana pelnjara ataul  pidana kulrulngan.Pidana delnda yang 

dirulmu lskan dalam Pasal 281, 362 KU lHP adalah contoh dari pelru lmu lsan pidana 

delnda selbagai altelrnatif dari pidana pelnjara, pidana delnda yangdirulmulskan dalam 

Pasal 492 ayat (1), 493 KU lHP adalah contoh dari pelru lmu lsan pidana delnda selbagai 

altelrnatif dari pidana kulrulngan.Dalam hal delnda itul dirulmu lskan selcara kulmu llatif, 

delnda itu l sellalu l dirulmulskan belrsama-sama delngan pidana pelnjara, misalnya yang 

didapati dalam Pasal 3, 4 UlU l No. 8 Tahuln 2010 telntang Pelnce lgahan dan 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Pelncu lcian Ulang. 

e. Pidana Tu ltu lpan 
 

Pidana tultulpan dijatu lhkan pada pellaku l jika belliaul mellakulkan su latu l  keljahatan 

yang diancam delngan pidana pelnjara, tapi karelna telrdorong olelh maksuld yang 

patu lt di hormati. Pellaksaan tultu lpan su lnyi dicirikan; 

1) Telrpidana dipelrkelnankan melmakai cellana selndiri; 
 

2) kullinelr telrpidana tultulpan wajib le lbih baik belrasal telrpidana pelnjara, 

selrta telrpidana bole lh me lmpelrbaiki kulline lr atas biaya selndiri; 

3) di pada rulmah Tahanan dipelrbolelhkan me lngadakan pelnghibulran yg 

seldelrhana selrta pantas; 

4) Seldapat-dapatnya dalam rulmah Tahanan diadakan pelrpulstakaan bagi 

telrpidana dan para telrpidana dipe lrkelnankan melmbawa kitab -bulkul; 
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jika telrpidana telwas, je lnazahnya seldapat-dapatnya diselrahkan kelpada 
 

llularga. 
 
 
 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana Percobaan 

Pidana pelrcobaan diatulr dalam pasal 14a s/d pasal 14f Kitab Ulndang- Ulndang 

Hulkulm Pidana. Timbullnya lelmbaga pidana pe lrcobaan ini selbagai relaksi dari 

keltidak pulasan masyarakat telrhadap pidana pelrampasan kelmelrdelkaan, te lrultama 

pidana pelrampasan kelme lrde lkaan jangka waktu l pe lnde lk, dalam hal ini sangat 

melru lgikan baik telrhadap pe llaku l tindak pidana, maulpu ln telrhadapmasyarakat. 

Pellaksanaan pidana pelrcobaan haruls melmelnu lhu li syarat u lmu lm dan syarat khu lsuls. 

Tuljulan pellaksanaan pidana pe lrcobaan yaitul  belru lsaha melnghindarkan dan 

mellelmahkan akibat-akibat nelgatif dari pidana pelrampasan ke lmelrde lkaan yang 

selring kali melnghambat u lsaha pelmasyarakatan kelmbali narapidana ke ltelngah- 

telngah masyarakat. Dalam pu ltu lsan yang melnjatu lhkan pidana pelnjara, asal lamaya 

tidak lelbih dari satu l tahuln, pidana pelrcobaan dapat dijatulhkan, delngan syarat hakim 

tidak ingin melnjatulhkan pidana lelbih dari satul tahuln. Dasar atau l alasan pelnjahan 

pidana pelrcobaan adalah melmpelrbaiki diri telpidana agar dapat dibina le lbih baik 

lagi dan melnghindarkan dari lingkulngan yang kulrang baik selrta melndidik sikap 

melntal dan sosial belrmasyarakat yang baik. 

 
 
 
 
 

 
16 Gomgom T.P Sirelgar dan Ruldolf Siahaan, “Pelnanganan Pellaku l Tindak Pidana Ilelgal 

Loging Di Wilayah Hu lku lm Kelpolisian Re lsor Labulhan Batul”, Julrnal Darma Agulng, Vol. 28, No. 
2, Agulstu ls 2020, hlm. 345-357. 
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2.2.1 Pengertian Pidana Percobaan 

Selcara ulmu lm dapat dikatakan bahwa pidana pelrcobaan adalah sulatul sistelm 

pe lnjatulhan pidana olelh hakim yang pellaksanaannya digantulngkan pada syarat- 

syarat te lrte lntu l. Artinya, pidana yang dijatulhkan olelh hakim itu l diteltapkan tidak 

pe lrlul dijalankan pada telrpidana sellama syarat-syarat yang ditelntu lkan tidak 

dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat tidak ditaatinya 

atau l  dilanggarnya. 

Belrdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab U lndang-U lndang Hulkulm Pidana 

(KUlHP), Pelrcobaan adalah mellakulkan keljahatan dipidana, jika niat u lntu lk itul tellah 

telrnyata dari adanya pe lrmullaan pellaksanaan, dan tidak selle lsainya pellaksanaan itul, 

bu lkan selmata-mata diselbabkan karelna kelhe lndaknya selndiri. 

Pidana pelrcobaan adalah pidana delngan syarat-syarat te lrtelntu l  dalam praktik 

hulkulm yang dise lbu lt ju lga delngan pidana/hu lku lman pelrcobaan. Belbelrapa pelngelrtian 

pidana pelrcobaan me lnulrult para ahli yaitul Me lnulrult Kantelr El.Y dan S.RSiantulri 

pidana belrsyarat adalah sulatu l  sistelm pe lnjatu lhan pidana olelh hakim yang 

llaksanaannya be lrgantu lng pada syarat-syarat telrte lntu l olelh kondisi. 
 
 
 

2.2.2 Syarat-Syarat Pidana Percobaan 

Se lbe llulm ada lelmbaga pidana belsyarat ini, dalam praktelk suldah pu lla 

melngelnal telntang hal “tidak ditulntult delngan syarat”. Ini adalah selbagai lanju ltan 

dari hak pe lnultult u lmulm ulntulk tidak melnu lntu lt se lsulatu l pelrbu latan pidana (asas 

oportulnitas). Dan selkarang dalam tidak diadakan pelnu ltu ltan ini, lalu l ditambahkan 

syarat-syarat telrtelntul, bahwa selbe lnarnya apa yang dilaku lkan olelh pe lnu lntu lt u lmu lm 

 

17 Asas-asas Hu lku lm Pidana di Indonelsia dan Pelne lrapannya (Kantelr El.Y& S.R Siantulri, 
2002, Storia Grafika), Hal. 45. 
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ke 18 

itul adalah pelkelrjaan hakim, malah syarat-syarat yang diadakan kadang-kadang 

sangat telrlalu l jau lh. Su lnggu lh delmikian ada julga baiknya tidak ada pelnu lntu ltan 

delngan be lsyarat ini. Delngan itu l si telrdakwa dapat dihindarkan dari pelrasaan malu l  

yang akan dialaminya sampai diajulkan keldalam sidang. Akan teltapi bahayanya 

adalah bahwa delngan delmikian pelnu lntu lt ulmulm dapat melngadakan prelssiel, 

lmbalipada pasal pidana belsyarat. 
 

2.2.3 Pengaturan Hukum Tentang Pidana Percobaan 

Pidana pelrcobaan bulkan melrulpakan pidana pokok mellainkan cara pelnelrapan 

pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. 19 Pengaturan mengenai pidana 

be lsyarat ini telrdapat dalam Pasal-Pasal KUlHP, yaitul: 

a) Pasal 14d KUlHP 
 

1) Yang dise lrahi me lngawasi sulpaya syarat-syarat dipelnulhi ialah peljabat 

yang be lrwelnang yang akan me lnyu lrulh melnjalankan pultulsan. 

2) jika ada alasannya hakim dalam pelrintahnya bole lh me lwajibkan kelpada 

lelmbaga yang belrbelntu lk badan hulkulm ataul kelpada pimpinan sulatul 

rulmah pelnampu lngan ataul kelpada peljabat telrte lntu l sulpaya me lmbe lri 

pelrtolongan dan bantulan kelpada telrpidana dalam melme lnu lhi syarat- 

syarat khu lsu ls. 

3) Atulran atulran lelbih lanju lt melngelnai pelngawas dan bantulan tadi selrta 

melngelnai pelnulnjulkan lelmbaga dan pimpinan ru lmah pelnelmpulng yang 

dapat diselrahi melmbe lri bantulan itu l diatulr delngan ulndang-ulndang. 

 
 
 

 
18 Pe lrkelmbangan Ste llse ll Pidana Indonelsia (Dr. Syaifull Bakhri, SH.,MH., Bulkul Ajar, 

Total Me ldia), Hal. 104. 
19 Muliadi (Jakarta, 2002), Hal.62. 

l l l l l l 
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b) Pasal 14el  

 

1) Atas ulsull peljabat telrselbu lt pasal 14d ayat(1) atas pelrmintaan telrpidana 

hulkulm yang me lmultuls pelrkara dalam tingkat pelrtama sellama masa 

pelrcobaan, dapat melngulbah syarat-syarat khu lsu ls ataul lamanya waktu l 

belrlaku l  syarat khulsu ls didalam masa pe lrcobaan. Hakim ju lga bole lh 

melmelrintahkan orang lain dari pada orang yang dipelrintahkan selmu lla, 

sulpaya melmbe lri bantulan kelpada telrpidana dan ju lga bole lh 

melmpelrpanjang masa pelrcobaan satu l kali, paling banyak delngan 

selparoh dari waktu l yang paling lama dapat diteltapkan ulntulk masa 

pelrcobaan. 

c) Pasal 14f KUlHP 
 

1) Tanpa me lngu lrangi ke ltelntu la te lrse lbu lt pasal diatas, atas u lsu ll telrselbu lt 

pasal 14d ayat(1), hakim yang melmultuls pelrkara dalam tingkat pelrtama 

dapat melmelrintahkan sulpaya pidananya dijalankan atau l 

melmelrintahkan sulpaya atas namanya dibelri pelringatan pada telrpidana, 

yaitu l jika te lrpidana sellama masa pelrcobaan mellaku lkan pelrbu latan 

pidana dan karelnanya ada pelmidanaan yang melnjadi teltap, atau l jika 

salah satul syarat lainnya tidak telrpelnu lhi atau l jika telrpidana se lbe llulm 

masa pelrcobaan habis dijatulhi pe lmidanaan yang melnjadi teltap karelna 

mellakulkan pelrbulatan pidana selbe llu lm masa pelrcobaan mu llai be lrlaku l. 

Dalam melmelrintah pelmbelrian pelringatan, hakim haruls melnelntu lkan 

julga bagaimana cara me lmbe lri pelringatan itul. 

2) Seltellah masa pelrcobaan habis, pelrintah sulpaya dijalankan tidak dapat 

dibelrilagi kelcu lali jika se lbe llulm masa pelrcobaan habis, telrpidana 
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ditulntult karelna mellakulkan pelrbulatan pidana didalam masa pelrcobaan 

dan pe lnulntultan itul  ke lmu ldian belrakhir delngan pelmidanaan yang 

melnjadi teltap, hakim masih bolelh melmelrintahkan sulpaya pidananya 

dijalankan, karelna mellakulkan pelrbulatan pidana tadi. 

 
 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemilu 
 

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pemilu 

 
Pelmilu l adalah salah satu l ciri yang haru ls ada pada nelgara delmokrasi, delngan 

delmikian pelmilul  melrulpakan sarana yang pelnting ulntulk rakyat dalam kelhidulpan 

belrnelgara, yaitul delngan jalan melmilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan 

melngelndalikan roda pelmelrintahan. Hasil pelmilihan u lmu lm disellelnggarakan dalam 

su lasana keltelrbu lkaan delngan kelbelbasan pelndapat dan kelbelbasan belrse lrikat selsulai 

delngan Pasal 28 Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Re lpulblik Iindonelsia 1945 dianggap 

me lncelrminkan delngan cu lku lp akulrat melncelrminkan aspirasi rakyat dan partisipasi 

rakyat dalam seltiap pe lsta delmokrasi. 

Belrdasarkan pasal 1 ayat (1) Ulndang-U lndang Re lpulblik Indonelsia nomor 7 

tahu ln 2017 telntang Pelmilihan U lmulm, pelmilu l adalah sarana keldaullatan rakyat 

ulntu lk me lmilih anggota delwan pelrwakilan rakyat, anggota pelrwakilan daelrah, 

Prelsideln dan Wakil Prelsideln, dan Dae lrah, yang dilaksanakan se lcara 

langsulng,ulmulm,belbas,rahasia,juljulr,dan adil dalam nelgara kelsatulanrelpulblik 

indonelsia belrdasarkan pancasila dan U lndang-U lndang Dasar Nelgara Re lpu lblik 

Indonelsia Tahu ln 1945. 

Dalam kelbanyakan nelgara delmokrasi, pelmilihan ulmu lm di anggap lambang 

selkaliguls tolak ulkulr dari delmokrasi itul. Hasil pelmilihan u lmulm yang di 
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ke 21 

l l                     l l l 

l 

l 

sellelnggarakan dalam sulasana kelrtelrbulkaan delngan kelbelbasan be lrpelndapat dan 

kelbelbasan belrse lrikat, dianggap elmncelrminkan delngan agak akulrat partisipasi selrta 

aspirasi masyaraka.20 

Melnu lru lt Harris G warreln, pelmilul adalah kelselmpatan bagi para warga nelgara 

ulntu lk melmilih peljabatan-peljabat pelme lrintah dan me lmultulskan apakah yang 

melrelka inginkan u lntu lk di kelrjakan olelh pelme lrintah. Dan me lmbulat kelpultulsannya 

itu l para warga nelgara me lnelntulkan apakah selbe lnarnya yang melrelka inginkan u lntu lk 

dimiliki. Seldangkan me lnu lrult A.Suldiharto,pelmilul adalah sarana delmokrasi yang 

pelnting dan melrulpakan pelrwuljuldan yang nyata u lntu lk kelikult selrtaan rakyat dalam 

lhidu lpan kelnelgaraan. 
 

Belrdasarkan pe lndapat te lrse lbult maka dapat dikatakan bahwa pe lmilu l 

melru lpakan su latul  cara me lnelntu lkan wakil-wakil yang akan melnjalankan roda 

pelmelrintahan dimana pellaksanaan pelmilul  haruls diselrtai delngan kelbelbasan dalam 

arti tidak melndapat pelngarulh maulpuln telkanan dari pihak manapuln ju lga. Selmakin 

tinggi tingkat kelbelbasan dalam pellaksanaan pe lmilul maka selmakin baik pu lla 

pelnye llelnggaraan pelmilu l. Delmikian julga selbaliknya, selmakin relndah tingkat 

kelbelbasan maka selmakin bulru lk pu lla pe lnyellelnggaraan pe lmilu l. Hal ini 

melnimbullkan anggapan yang melnyatakan bahwa selmakin banyak rakyat yang ikult 

pelmilu l maka dapat dikatakan pulla selmakin tinggi kadar delmokrasi yang telrdapat 

dalam menyelenggarakan pemilu.22 

Pe lmilul adalah sarana pellaksanaan ke ldau llatan rakyat yang dilaksanakan 

selcara langsu lng, u lmulm belbas, rahasia, juljulr dan adil dalam Nelgara Kelsatulan 

 
20 Miriam Buldiardjo , Dasar-Dasar Ilmul Politik. (Jakarta:PT Grameldia Pulstaka Ultama 

2008) Hlm 461. 
21 Ramlan Surbakti ,Me lmahami Ilmul Politik. (Jakarta : PT Grasindo 1992,Hlm 15) 
22 Syahrial Syarbaini,dkk. Sosiologi dan Politik.(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012), hal.80 
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Relpu lblik Indonelsia (NKRI) belrdasarkan pancasila dan U lndang-U lndang Dasar 

Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945 Pelmilu l anggota DPR, DPD, dan DPRD 

adalah Pe lmilul u lntu lk melmilih anggota Delwan Pelrwakilan Rakyat, Delwan 

Pelrwakilan, Daelrah, De lwan Pelrwakilan Rakyat Provinsi dan Delwan Pelrwakilan 

Rakyat Daelrah Kabulpateln / Kota dalam Nelgara Kelsatulan Relpulblik Indonelsia 

belrdasarkan Pancasila dan Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia 

Tahuln 1945 (pasal 1 ayat (2) Ulndang-Ulndang No 10 tahuln 2008). 

Keldau llatan melnu lrult Pasal 1 ayat (2) Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik 

Indonelsia Tahu ln 1945 belrada ditangan rakyat dan dilaksanakan me lnulrult U lUlD 

1945. Mellaksanakan keldau llatan itu l bagi rakyat adalah delngan cara melnelntu lkan 

ataul tulrult melne lntu lkan se lsu latul kelbijaksanaan kelnelgaraan te lrtelntu l yang dapat 

dilakulkan se lwaktul-waktu l me lnulrult tata cara telrte lntu l. Misalnya, rakyatlah yang 

haru ls melnelntulkan ataul tulrult melnelntulkan atau l melmultulskan apakahsu latu l pelrbulatan 

telrtelntu l akan diteltapkan selbagai sulatul belntu lk keljahatan yang dilarang ataul tidak 

mellaluli wakil-wakil rakyat. Ulntu lk melnelntulkan siapa yangakan melnduldulki wakil 

rakyat yang akan duldulk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat selndirilah yang 

selcara langsu lng haru ls me lne lntu lkan me llalu li pelmilihan u lmu lm yang belrsifat 

langsu lng. Namu ln meltodel pelnyalu lran pelndapat rakyat yang belrdaullat dalam sistelm 

delmokrasi Indonelsia ada yang be lrsifat langsu lng (direlct delmocracy) dan ada pulla 

yang belrsifat tidak langsu lng atau l (indirelct delmocracy) atau l biasa ju lga dise lbu lt 

selbagai sistelm delmokrasi pelrwakilan (relprelselntativel delmocracy). 

Pelngambilan ke lpultulsan dan pelnyalu lran pelndapat selcara lansulng dapat 

dilakulkan me llalu li dellapan cara, yaitul: 
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l l l l l l l l 

a) Pelmilihan Ulmulm (gelne lrale l ellelction); 
 

b) Relfelrelndulm (relfelrelnda); 
 

c) Prakarsa (initiativel); 

d) Plelbisit (plelbiscitel); 

e) Relcall (Thel relcall); 

f) Mogok Kelrja; 
 

g) Ulnjulk Rasa; 
 

h) Pelrnyataan pelndapat me llalu li pelrs belbas. 
 

Dalam pelnyellelnggaraan pelmilul Kellompok Pelnyellelnggara Pelmulngultan 

Suara atau yang disingkat dengan KPPS memiki kewajiban sebagai berikut:23 

a) Melne lmpellkan Daftar Pelmilih Teltap (DPT) di Telmpat Pelmulngultan Sulara 

(TPS); 

b) Melnindaklanjulti delngan se lge lra telmu lan dan laporan yang disampaikan 

olelh saksi, pelngawas Telmpat Pe lmulngultan Sulara, Panwaslu l 

kellulrahan/delsa ataul nama lain, pe lse lrta pelmilu l dan masyarakat pada hari 

pelmulngultan sulara; 

c) Melnjaga dan me lngamankan ke lu ltu lhan kotak sulara seltellah pe lrhitulngan 

sulara dan seltellah kotak su lara diselgell; 

d) Melnye lrahkan hasil pelrhitu lngan sulara kelpada Panitia Pelmulngultan Sulara 

(PPS) dan Panwaslu l kellulrahan/delsa atau l nama lain; 

 
 
 
 

 
23 Pasal 33 Ulndang-ulndang Nomor 3 Tahuln 2018 Pe lratulran Komisi Pelmilihan U lmulm 

Nomor 3 Tahuln 2018 telntang Pe lmbelntu lkan dan Tata Ke lrja Panitia Pelmilihan Kelcamatan, Panitia 
Pe lmu lngultan Sulara, dan Kellompok Pe lnyelle lnggara Pelmulngultan Sulara dalam Pelnyellelnggaraan 
Pelmilihan U lmu lm. 
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e) Melnyelrahkan kotak sulara telrse lge ll yang be lrisi sulrat sulara dan se lrtifikat 

hasil pelrhitu lngan su lara kelpada Panitia Pelmilihan Kelcamatan (PPK) 

mellalu li Panitia Pelmu lngu ltan Sulara (PPS) pada hari yang sama; 

f) Mellaksanakan kelwajiban lain yang dibe lrikan olelh KPU l, KPU l Provinsi/ 

KIP Acelh, KPU l/KIP Kabulpateln/Kota, PPK, dan PPS se lsulai delngan 

keltelntulan pelratulran pe lrulndang-u lndangan; dan 

g) Mellaksanakan kelwajiban lain selsu lai delngan keltelntu lan pelratulran 

pelru lndang-ulndangan. 

Dalam pelnye lle lnggaraan Pelmilul, KPPS belrtulgas: 
 

a. Me lngu lmu lmkan daftar Pelmilih teltap di TPS; 
 

b. Melnye lrahkan daftar Pelmilih teltap kelpada saksi pe lselrta Pelmilul yanghadir 

dan Pe lngawas TPS dan dalam hal pelse lrta Pe lmilul  tidak melmiliki saksi, 

daftar pelmilih teltap diselrahkan kelpada pelse lrta Pe lmilul; 

c. Mellaksanakan pelmulngultan dan pelnghitulngan sulara di TPS; 

d. Melmbu lat belrita acara dan selrtifikat hasil pelmulngultan dan pelnghitulngan 

sulara dan wajib melnyelrahkannya kelpada saksi pe lselrta Pe lmilul, Pe lngawas 

TPS, PPS, dan PPK mellalu li PPS; 

e. Mellaksanakan tulgas lain yang dibe lrikan olelh KPU l, KPU l Provinsi, KPU l 

Kabulpateln/Kota, PPK, dan PPS selsu lai delngan pelratulran pe lrulndang- 

ulndangan; 

f. Melnyampaikan sulrat pe lmbelritahulan kelpada Pelmilih selsu lai delngan daftar 

Pelmilih teltap u lntulk melnggulnakan hak pilihnya di TPS; dan 

g. Mellaksanakan tulgas lain selsulai delngan keltelntulan pelratulran pe lrulndang- 

ulndangan. 
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Tulgas selbagaimana dimaksu ld pada ayat (1) dilaksanakan de lngan 

Melnyampaikan sulrat pelmbelritahulan pelmulngultan sulara yang tidak telrdistribulsi 

kelpada PPS dan Melmbe lrikan pellayanan ke lpada Pelmilih yang belrke lbu ltu lhan 

khu lsu ls. 

Dalam mellaksanakan tu lgas selbagaimana dimaksu ld pada ayat (1), KPPS 

melmpulnyai welwelnang: 

a. Me lngu lmu lmkan hasil pelnghitu lngan su lara di TPS; 
 

b. welwelnang lain yang dibelrikan olelh KPUl, KPUl Provinsi, KPU l 

Kabulpateln/Kota, PPK, dan PPS se lsulai delngan ke lte lntu lan pelratu lran 

pelrulndang- u lndangan; dan 

c. Mellaksanakan welwelnang lain selsu lai delngan keltelntu lan pelratulran 

pelru lndang-ulndangan. 

Dalam mellaksanakan welwelnang selbagaimana dimaksu ld pada ayat (3), KPPS 

melmpulnyai kelwajiban: 

a. Me lne lmpe llkan daftar Pelmilih teltap di TPS; 
 

b. Melnindaklanjulti delngan selgelra telmu lan dan laporan yang disampaikan 

olelh saksi, Pelngawas TPS, Panwaslu l Ke llu lrahan/De lsa, pelse lrta Pelmilul, dan 

masyarakat pada hari pelmulngultan sulara; 

c. Melnjaga dan melngamankan ke lultu lhan kotak sulara seltellah pelnghitulngan 

sulara dan seltellah kotak su lara diselge ll; 

d. Melnyelrahkan hasil pelnghitulngan su lara kelpada PPS dan Panwaslul  

 

Kellulrahan/Delsa; 
 

e. Melnyelrahkan kotak su lara te lrse lgell yang belrisi su lrat sulara dan selrtifikat 

hasil pelnghitulngan sulara kelpada PPK mellaluli PPS pada hari yang sama; 
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fu 24 

f. Mellaksanakan kelwajiban lain yang dibelrikan olelh KPU l, KPU l Provinsi, 

KPU l  Kabulpateln/Kota, PPK, dan PPS selsulai delngan keltelntulan pelratulran 

pelrulndangulndangan; dan 

g. Mellaksanakan kelwajiban lain selsu lai delngan keltelntu lan pelratulran 

pelru lndang-ulndangan. 

2.3.2 Fungsi Pemilihan Umum 

Syamsu lddin Harris melngelmulkakan bahwa pelmilihan u lmu lm melmpulnyai 
 

lngsi yakni selbagai sarana: 
 

a) Fulngsi Pelrwakilan Politik, melngandu lng makna bahwa mellalu li pelmilu l 

rakyat dapat melmilih siapa saja wakil nya ulntulk me lnduldulki jabatan 

elkselkultif ataulpuln lelgislatif; 

b) Lelgitimasi Politik, melngandu lng makna bahwa me llalu li pe lmilu l  dapat 

diwuljuldkannya su latu l kelabsahan pelme lrintah yang belrkulasa; 

c) Sarana Pelndidikan politik, melmiliki makna bahwa pe lmilu l dapat 

me lngajarkan masyarakat melngelnai pelndidikan politik yang langsulng dan 

telrbu lka agar masyarakat sadar telrhadap kelhidu lpan politik yang 

delmokratis; 

d) Pelrgantian atau l  Sirkullasi Ellit Pelngu lasa, me lngandu lng makna bahwa 

pelmilu l melmiliki rellelvansi delngan pelngulasa yang belrtulgas dan melwakili 

rakyat ataul dise lbu lt sirkullasi ellit. 

Bagi belbelrapa nelgara de lmokrasi di dulnia, pelmilihan u lmu lm melrulpakan pilar 

ataul  tolak ulku lr dalam me lnjalankan delmokrasi. Me lnulrult Re lfly Haruln pelmilihan 

u lmulm adalah alat ulntulk melngintelrpreltasikan kelhelndak ulmu lm selbagai pelmilih 

 

24 Syamsulddin Haris, Strulktulr, Prose ls dan Fulngsi Pe lmilihan U lmu lm, Catatan 
Pe lndahu llulan dalam pelmilihan U lmu lm di Indonelsia,( PPW-LIPI, 2017), hal. 6-10 
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pe 25 

melnjadi pelrwakilan pelme lrintahan. Rakyat selbagai pelmilik kelkulasaan telrtinggi atau l 

keldaullatan telrtinggi sulatul nelgara belrhak melnelntulkan sistelm pelnyellanggaraan 

su latu l pelmelrintahan dalam rangka melncapai tuljulan su latu l nelgara.Maka dari itul akan 

melnjadi sullit apabila rakyat selcara pelrorangan melnyampaikan kelhe lndaknya yang 

belrkaitan delngan kelbijakan pelmelrintahan. Selhingga dalam hal ini dibu latlah su latu l 

konselp yakni sistelm delmokrasi pelrwakilan ataul delmokrasi tidak langsu lng (indirelct 

delmocracy) sulpaya rakyat teltap dapat melnyampaikan kelhelndaknya mellaluli sistelm 

lrwakilan. 
 

2.3.3 Asas Pemilihan Umum 

Asas pelmilihan u lmu lm telrmulat dalam Ulndang-Ulndang Nomor 23 tahu ln 2003 

telntang Pelmilihan Prelsideln dan Wakil Prelsideln yang mellipulti : 

a) Langsulng Artinya rakyat me lmiliki hak ulntu lk melmbe lrikan sularanya 

selcara langsu lng selsulai de lngan kelhelndak hati nu lraninya tanpapelrantara. 

b) U lmu lm Artinya selmu la warga nelgara yang tellah belrulsia 17 tahu ln atau l 

tellah melnikah melmiliki hak u lntu lk ikult melmilih dan warga nelgara yang 

tellah be lru lsia 21 tahu ln belrhak dipilih tanpa adanya diskriminasi. 

c) Belbas Artinya rakyat be lbas melmilih siapa puln me lnu lru lt hati nu lraninya 

tanpa ada paksaan, telkanan, dan pelngarulh dari siapa pu ln ataul delngan 

apa pu ln. 

d) Rahasia Artinya Pe lratu lran pe lru lndang-u lndangan me lnjamin bahwa 

dalam mellaksanakan pelmilihan u lmulm akan dijamin kelrahasiaan dan 

 
 
 

25 Jimly Asshiddiqie l, Pe lngantar Ilmul Hu lku lm Tata Ne lgara, (Selkre ltariat Je lnde lral dan 
Kelpanitelraan Mahkamah Konstitulsi: Jakarta, 2016), hal. 168. 
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tidak akan dikeltahu li ole lh siapapu ln atas pilihan rakyat dalam 

melmbe lrikan sulara nya. 

e) Ju lju lr Dalam pellaksanaan pelmilihan u lmu lm, selmu la pihak yang telrlibat 

selpelrti pelmilih, partai politik, pelnyellelnggara pellaksana dan pelngawas 

pe lmilul, selrta se lmula pihak yang telrlibat selcara tidak langsu lng, haruls 

belrtindak se lcara julju lr de lngan melmatu lhi pelratu lran pe lrulndang- 

ulndangan yang belrlaku l. 

f) Adil Dalam mellaksanakan pelmilihan u lmu lm seltiap partai politik pelselrta 

pelmilu l dan konstituleln melmpelrolelh pe lrlakulan tanpadiskriminasi selrta 

be lbas dari tindakan-tindakan culrang dari pihak manapu ln. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Waktu l  pelne llitiam akan dilaksanakan selcara singkat, yaitu l selkitar bullanApril 

2023 seltellah diadakannya selminar offlinel pelrtama dan seltellah dilaku lkan pelrbaikan 

selminar proposal pe lrtama. 

Tabell:1 
 
 

 

 
No 

 

 
Kegiatan 

Bulan  

 
Keterangan 

 
Agustus 
2022 

 
Mei 
2023 

 
Mei 
2023 

 
Agustus 
2023 

 
Februari 
2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pelngajulan Ju ldull                   

2 Selminar Proposal                     

3 Pelnullisan dan 
Bimbingan Skripsi 

                

4 Selminar Hasil                     

5 Pelngajulan Belrkas 
Melja Hijaul  

                     

6 Sidang                      

 

 
3.1.2 Tempat Penelitian 

Pelnellitian diadakan di Pelngadilan Nelgelri Singkil yang belralamat di jalan 

Singkil- Sulbullu lssalam Km 20, ulntulk me lndapatkan hasil data yang dipelrlu lkan. 
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hu 26 

3.2 Metodologi Penelitian 
 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Adapuln jelnis pe lnellitian hulkulm adalah yulridis normatif, mellipu lti dan 

melngkaji telntang hu lku lm selbgai norma, atulran, asas hulkulm, prinsip hulkulm, doktrin 

hulkulm, dan kelpulstakaan hu lku lm lainnya u lntu lk melnjawab pelrmasalahan hu lku lm 

yang ditelliti. Jelnis pelne llitian ini melrulpakan stuldi doku lmeln ang melnggulnakan 

sulmbelr bahan hulkulm yang belrulpa pelratulran pe lru lndang-ulndangan asas dan prinsip 

lkulm, telori hulkulm, selrta doktrin/pelndapat para ahli. 
 

3.2.2 Jenis Data 

Belrkaitan delngan hal itul, maka jelnis bahan hulkulm yang digulnakan adalah 

data primelr dan sku lnde lr, yaitu l yang dipelrolelh langsu lng dari su lmbelrnya baik 

mellaluli laporan, doku lmeln tidak relsmi dan bu lku l-bu lku l kelmuldian diolah kelmbali 

olelh pelnelliti yang belrhu lbu lngan delngan pelne lrapan pidana pelrcobaan dalam 

me lnangani E lfelktivitas Pidana Pelrcobaan Telrhadap Tindak Pidana Tidak Melnjaga 

Ke lu ltu lhan Kotak Su lara Hasil Pelmu lngu ltan Sulara Pelmilu l Bagi Anggota KPPS Di 

Delsa Biskang selrta pelrmasalahan-pelrmaslahan yang melnjadi obje lk pelne llitian, yang 

telrdiri dari: 

a) Bahan hulkulm primelr 
 

Bahan hulkulm yang telrdiri dari Ulndang-ulndang Dasar Nelgara Relpu lblik 

Indonelsia Tahu ln 1945, Kitab Ulndang-ulndang Hu lku lm Pidana, dan Ulndang- ulndang 

nomor 7 Tahu ln 2017 telntang pelmilihan ulmulm. 

 
 
 
 
 

 
26 Pe lte lr Mahmu ld Marzu lki, Pelne llitian Hulkulm, (Jakarta: Kelncana,2017), Hal.47. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Alfhi Syarifudin Asri Pohan - Analisis Hukum Tentang Pidana Percobaan Terhadap ....



40  

b) Bahan hulkulm skulndelr 
 

Bahan hulkulm yang telrdiri bahan yang melmbe lrikan pelnjellasan melngelnai 

bahan hu lku lm prime lr, selpe lrti hasil-hasil selminar atau l yang telrdiri dari bulkul,tullisan 

ilmiah, intelrnelt, dan stu ldi pulstaka, bahan doku lme ln pribadi atau l pelndapat dari 

kalangan pakar hu lku lm selpanjang selsu lai delngan obje lk pelne llitian ini. 

c) Bahan hulkulm Telrsielr 
 

Selmu la doku lmeln yang belrisi dari konselp-konselp dan keltelrangan-keltelrangan 

yang melndulkulng bahan hu lku lm prime lr dan bahan hu lkulm sku lndelr selpe lrti kamuls, 

artikell dan selbagainya. 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Adapuln telknik pelngu lmpu llan data yang dilaku lkan dala pelnellitian ini adalah 

delngan cara selbagai belrikult: 

a) Pelnellitian kelpu lstakaan (Library Relselarch). Meltodel  ini delngan mellakulkan 

pelne llitian telrhadap belrbagai sulmbelr bacaan telrtullis dari para sarjana yaitu l 

bulkul-bu lku l telori telntang hulkulm, majalah hulkulm, ju lrnal- ju lrnal hulkulm dan 

julga bahan-bahan kulliah selrta pelratulran-pe lratulran telntang tindak pidana. 

b) Pelne llitian lapangan (Fielld Relselarc) yaitul  delngan mellakulkan pelne llitian 

langsu lng kellapangan, dalam hal ini pelnu llis langsu lng mellakulkan stu ldi 

pada pelngadilan ne lge lri singkil. Delngan me lngambil data mellalu li 

wawancara yang belrhulbu lngan delngan juldull skripsi pelnelgakan hulkulm 

pidana telrhadap Tindak Pidana Tidak Melnjaga Kelultulhan Kotak Sulara 

Hasil Pelmulngultan Sulara Pelmilul (stu ldi di pelngadilan nelgelri singkil). 
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3.2.4 Analisis Data 

Analisis data melrulpakan langkah sellanju ltnya u lntu lk melngolah hasil pelne llitian 

melnjadi sulatul laporan. Analisis data adalah prosels pelngorganisasian dan 

pe lngulrultan data dalam pola, katelgori, dan ulraian dasar, selhingga akan dapat 

ditelmulkan telma dan dapat diru lmulskan se lpe lrti yang disarankan olelh data. 

Telknik analisis data yang digu lnakan dalam pelne llitian ini adalah non statistik. 

Analisis no statistik ini dilaku lkan delngan kulalitatif. Melngelnai ke lgiatan analisis ini 

dalam pe lne llitian ini adalah melngklasifikasi pasal-pasal doku lme ln sampell ke l 

katelgori yang telpat. Se lte llah analisis data sellelsai, maka hasilnya akan disajikan 

selcara delskriftif se lsulsai data yang dipe lrolelh. 

Data kulalitatif yang dipelrolelh selcara sistelmatis dan kelmuldian sulbstansinya 

dianalisis ulntu lk me lmpelrolelh jawaban telntang pokok pelmasalahan yang akan 

dibahas dalam pelnullisan skripsi ini selcara kulalitatif ulntu lk melndapatkan jawaban 

yang pasti dan hasil yang akulrat. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Sistelm pelnanganan tindak pidana pe lmilu l masih melmbu ltu lhkan 

pe lmbelnahan agar dapat ditelrapkan delngan baik dan elfe lktif ulntu lk 

melnjadi salah satul instru lmeln melwuljuldkan pelmilul yang ju lju lr dan adil. 

Pelrbaikan sistelm pelnanganan mellipulti pelrbaikan relgullasi; pelngulatan 

kapasitas dan profelsionalismel  pelnelgak hulkulm pelmilu l; dan 

pelningkatan kelsadaran hulkulm sellulrulh pelmangku l kelpelntingan pe lmilu l. 

Tanpa mellakulkan itul, sistelm pelnanganan tindak pidana pelmilu l  akan 

se llalu l jalan di telmpat dan tidak akan belrhasil gu lna dalam melnopang 

pelrwu lju ldan pelmilu l yang juljulr dan adil. 

5.1.2 Pelrtimbangan hakim telrhadap tindak pidana tidak melnjaga kelu ltu lhan 

kotak sulara hasil pe lmulngultan sulara pe lmilul  pada pu ltu lsan 

39/Pid.Suls/PN.Skl adalah Para Telrdakwa dijatulhi pidana, maka 

harulslah dibe lbani pu lla ulntulk melmbayar biaya pelrkara 

Memperrhatikan, Pasal 537 Ulndang-ulndang Nomor 7 tahuln 2017 

telntang Pelmilihan Ulmulm dan Ulndang-Ulndang Nomor 8 tahuln 

1981 Telntang Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Acara Pidana selrta 

pelratulran Pelrulndang-ulndangan lainnya yang belrsangkultan 

delngan perkara ini. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Melngelnai pelngatulran dan ku lalifikasi saran yang pelnullis belrikan u lntu lk 

melngatulr lelbih jellas melngelnai tindakan pellanggaran dan tidak pidana 

pe lmilul, agar nanti keltika ada selselorang yang mellanggar dan/ataul ada 

orang yang haknya dilanggarakan le lbih muldah melne lntu lkan bahwa 

pelrbulatan yang dilanggar itu l tindak pidana pelmilul,delngan mu ldahnya 

me lngku lalifikasikan tindakan te lrse lbu lt yang melrasa haknya dilanggar 

akan bisa me llaporkan kelpada lelmbaga yang telpat ulntulk me lnangani 

kasu ls telrselbu lt. 

5.2.2 Pe lrlul  adanya pelrsamaan pelrse lpsi antara pelngawas pe lmilu l  delngan 

pelnelgak hulkulm baik polisi, jaksa dan hakim yang dikelmas dalam 

belntulk pellatihan ataul selje lnisnya se lhingga dapat belrjalan sellaras dalam 

ulpaya pelnelgakan hu lku lm khulsuls yaitul tindak pidana pelmilul. 
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                     Zullelha, (2017), Dasar-dasar Hulkulm Pidana, Yogyakarta: Delelpulblish. 
 
 

B. PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Ulndang-Ulndang Dasar 1945. 

Amandelmeln Ulndang-Ulndang Dasar 1945. 
 

Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana. 

Ulndang-ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 7 Tahuln 2017 telntang Pelmilihan 

Ulmulm. 

Ulndang-ulndang Nomor 7 Tahuln 2017 telntang Pelmilihan Ulmulm. 
 

Ulndang-ulndang Nomor 10 Tahuln 2016 telntang Seltiap Anggota KPPS Haruls 

Melnjaga Kelultulhan Kotak Sulara. 

Ulndang-ulndang Nomor 15 Tahuln 2015 telntang Pelnyellelnggaraan Pelmilihan 

Ulmulm. 

Ulndang-ulndang Nomor 3 Tahuln 2018 Pelratulran Komisi Pelmilihan Ulmulm Nomor 
 

3 Tahuln 2018 telntang Pelmbelntulkan dan Tata Kelrja Panitia Pelmilihan 

Kelcamatan Pelmulngultan Sulara, dari Kellompok Pelnyellelnggara Pelmulngultan 

Sulara dalam Pelnyellelnggaraan Pelmilihan Ulmulm. 
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LAMPIRAN 
 
1. Pertanyaan Wawancara 

a.  Apa Pengertian Tindak Pidana Pemilu? 

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan 

terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang yang mengatur mengenai Pemilu. Aturan hukum terhadap tindak pidana 

tidak menjaga keutuhan kotak suara hasil pemungutan suara pemilu telah diatur 

pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. 

b. Apa saja pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan KPU? 

a) Memperbaiki daftar pemilih sementara (pasal 263); 

b)Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslau, Panwaslu provinisi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Penwaslu Kecamatan, PPL, PPLN dalam melaku pemutakhiran 

data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan 

dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar 

pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang 

memiliki hak pilih (pasal 264); 

c) Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindak-

lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam 

melaksanakan verifikasi papol calon Peserta Pemilu (Pasal 267); 

d) Anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindak-

lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam 

pelaksanaan verifikasi parpol calon Peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan 

administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota (pasal 268); 

e) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, 

pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat 
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KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU 

kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan 

kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) (pasal 275) 

f) Penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihu jumlah yang ditentukan 

oleh Ketua KPU (pasal 283) 

g) Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara 

pengganti apabila surat suara rusak atau tidak mencatat surat suara di dalam berita 

cara. (pasal 294) 

h) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS 

(pasal 296 ayat (1)) 

i) Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/ 

kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS. (pasal 296 ayat (2)) 

j) Angota KPU, KPU provinsi, KUP kabupaten/kota dan PPK yang karena 

kelalaianya mengakibatkan hilang atau berubahannya berita acara hasil 

rekapiltulasi perhitungan perolehan suara/atau sertifikat perhitungan suara (pasal 

299 ayat (1) dan jika dilakukan dengan sengaja, pidana ditambah menjadi 2 kali 

lipat. 

k) Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang tidak membuat dan menandatangani 

berita acara perolehan suara peserta pemilu dab calon anggota DPR, DPD, dan 

DPRD. (pasap 301) 

l) KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara 

pemungutan dan perhitungan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada 

saksi pemilu, pengawasa pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS. (pasal 302) 

m) KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan 

menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan 

suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, 
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 kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama 

(pasal 303); 

n) Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak 

suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi 

penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota (pasal 304) 

o) PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di 

wilayah kerjanya (pasal 305). 

p) KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD 

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional. (pasal 306) 

q) Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(pasal 309) 

r) Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, 

Panwaslu kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu 

Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan 

pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU 

kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu. (pasal 310) 

c. Apa saja pengaturan berbagai tindak pidana tersebut dalam Undang-

Undang Pemilu adalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu? 

Pertama, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk   melindungi peserta pemilu, 

lembaga penyelenggara dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran dan 

kejahatan pemilu yang merugikan. Kedua, norma tindak pidana pemilu ditujukan 

untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. 

d. Apa faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Pemilu?  

faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu tidak diatur dalam hukum 
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positif di Indonesia. Selama ini, penyebab terjadinya tindak pidana pemilu 

tergantung pada posisi setiap kasus yang terjadi. Sangat jelas bahwa penyebab 

terjadinya tindak pidana pemilu tidak akan terlepas dari adanya kepentingan dari 

suatu kelompok atau partai politik maupun individu yang terlibat. Faktor-faktor 

penyebab terjadinya tindak pidana pemilu dikarenakan dua hal yaitu ketidaktahuan 

dari si pelaku dan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 

pemilu. 

e. Siapa saja yang dilibatkan dalam penanganan tindak pidana Pemilu?  

penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparatur penegak hukum 

dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi 

penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya. Penyidikan dugaan 

tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi 

dari Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, 

dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta 

jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya 

dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas 

pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian. 
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2. Dokumentasi Penelitian  
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                                                         Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
                                   putusan.mahkamahagung.go.id 
                                                   P U T U S A N 
                                    Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah 
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: 

 
TERDAKWA I 
Nama lengkap              : BAHARUDIN SIMAMORA; 
Tempat lahir              : Saragih; 
Umur/tanggal lahir         : 28 Tahun / 02 Oktober 1991; 
Jenis kelamin                   : Laki-laki; 
Kebangsaan              : Indonesia; 
Tempat tinggal              : Desa  Biskang Kec. Danau  Paris  Kab. Aceh 
Singkil; 
Agama                            : Islam; 
Pekerjaan             : Ketua KPPS; 
 TERDAKWA II 
Nama lengkap             : SURAHMAT bin HARIONO; 
Tempat lahir             : Biskang; 
Umur/tanggal lahir        : 20 Tahun / 19 Maret 1999;  
Jenis kelamin             : Laki-laki; 
Kebangsaan             : Indonesia; 
Tempat tinggal             : Desa  Biskang Kec. Danau  Paris  Kab. Aceh 
Singkil; 
Agama                            : Islam; 
Pekerjaan             : Anggota KPPS;  
TERDAKWA III 
Nama lengkap             : ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG; 
Tempat lahir             : Lae Riman;  
Umur/tanggal lahir        : 25 Tahun / 15 April 1994; Jenis kelamin : Laki-
laki; 
Kebangsaan            : Indonesia; 
Tempat tinggal            : Desa  Biskang Kec. Danau  Paris  Kab. Aceh 
Singkil; 
Agama                         : Islam; 
Pekerjaan          : Anggota KPPS; 
 
 
Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 
TERDAKWA IV 
Nama lengkap         : SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU; 
Tempat lahir         : Siatas; 
Umur/tanggal lahir    : 30 Tahun / 02 Desember 1989; 
 Jenis kelamin         : Perempuan; 
Kebangsaan         : Indonesia; 
Tempat tinggal         : Desa  Biskang Kec. Danau  Paris  Kab. Aceh 
Singkil; 
Agama                        : Islam; 
Pekerjaan         : Anggota KPPS; 
 TERDAKWA V 
Nama lengkap         : NURITE binti BUKHARI; 
Tempat lahir         : Lae Balno; 
Umur/tanggal lahir    : 21 Tahun / 14 Oktober 1998; 
 Jenis kelamin         : Perempuan; 
Kebangsaan         : Indonesia; 
Tempat tinggal         : Desa  Biskang Kec. Danau  Paris  Kab. Aceh 
Singkil; 
Agama                        : Islam; 
Pekerjaan         : Anggota KPPS;  
TERDAKWA VI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                          Singkil; 

Agama                : Islam; 
Pekerjaan : Anggota KPPS; 
 
 
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal 
tersebut telah ditawarkan kepadanya dan Para Terdakwa memilih untuk 
menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan; 
 
Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: 
 
Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl 

Nama lengkap : NURITI binti BUKHARI;  

Tempat lahir : Lae Balno;   

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 September 1992;   

Jenis kelamin : Perempuan;   

Kebangsaan : Indonesia;   

Tempat tinggal : Desa  Biskang Kec. Danau  Paris Kab. Aceh 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN 
                     Skl tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal; 

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN Skl tanggal 14 Juni 2019 
tentang penetapan hari sidang; 

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 
 
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta 
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di 
persidangan; 
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA bin Alm NYAK BARU, 
terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN 
LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU, 
terdakwa V NURITE binti BUKHARI, terdakwa VI NURITI binti BUKHARI, 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “Setiap 
anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, 
dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara 
pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada 
PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum; 

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan masing-masing 
selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah) ; 

3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).; 

 
Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada 
pokoknya sebagai berikut: mohon kiranya Majelis Hakim dapat 
meringankan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan mereka 
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; 
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum 
menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada 
permohonannya; 
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Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum  didakwa  berdasarkan  Surat  Dakwaan  No.  Reg.  Perkara:  PDM- 
15/SKL/Eku.2/06/2019 sebagai berikut: 
DAKWAAN: 
Bahwa terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA bin Alm NYAK BARU, 
terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, terdakwa III ASRI bin 
SARIFUDIN LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm 
NYAK BARU, terdakwa V NURITE binti BUKHARI, terdakwa VI 
NURITI binti BUKHARI, dan TAMRIN SIMAMORA (DPO) (masing-
masing sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kecamatan Danau 
Paris Kab. Aceh Singkil berdasarkan keputusan KIP Kabupaten Aceh 
Singkil Nomor : 0802/02/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan 
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Biskang 
Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil untuk Pemilihan Umum tahun 2019) 
pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau 
setidak- tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Aula 
Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil 
atau setidak- tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil “setiap anggota 
KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, 
dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara 
pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau 
kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara ” 
perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut: 
Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 wib 
bertempat di TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil 
para terdakwa yang merupakan anggota KPPS pada TPS 04 Desa Biskang 
Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena 
telah membawa atau memindahkan kotak suara pemilihan DPRK, DPRA, 
DPRRI, DPD dan Presiden TPS 04 Desa Biskang menuju Aula Kantor 
Kecamatan Danau Paris yang berada di Desa Biskang Kec. Danau Paris 
Kab. Aceh Singkil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt Diesel 
dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada PPS yang 
mana seharusnya dalam membawa kotak suara tersebut para terdakwa 
wajib menyegel seluruh kotak suara tersebut jika hendak dibawa ke kantor 
Kecamatan karena jika sudah dipindahkan maka proses pemungutan suara 
dan proses perhitungan suara sudah dianggap selesai dilakukan. 
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Bahwa pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang tidak 
tersegel tersebut saksi WAHIB BERUTU dan saksi SURAHMAT 
HARIONO selaku 
PPS juga ikut membawa kotak suara tersebut yang mana secara tidak 
langsung penyerahan kotak suara tersebut memang belum dilakukan akan 
tetapi hal tersebut seharusnya sudah harus diserahkan oleh para terdakwa 
kepada PPS karena kotak suara sudah tidak lagi berada di lokasi TPS 4 
Desa Biskang dan berdasarkan peraturan badan Pengawas Pemilihan 
Umum Nomor 7 tahun 2018 dijelaskan bahwa pemindahan kotak suara 
dari TPS ketempat yang lain dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam 
dan terjadi gangguan penerangan pada lokasi TPS namun demikian alasan 
tersebut tidak terpenuhi sehingga perbuatan tesebut tidak dapat 
dibenarkan kemudian para terdakwa juga belum menyelesaikan seluruh 
proses penghitungan dan rekapitulasi penyalinan C1 hologram (sertifikat 
perhitungan suara) sehingga kotak suara tersebut seharusnya tidak 
diperbolehkan dibawa atau dipindahkan ke Aula Kantor Kecamatan 
Danau Paris selain oleh PPS terlebih kondisi kotak suara tersebut dalam 
keadaan tidak tersegel karena akan berpotensi menimbulkan kecurigaan 
akan terjadinya kecurangan. 
Bahwa selanjutnya para terdakwa baru selesai melakukan penyalinan C1 
hologram pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib 
dan kemudian menyerahkannya kepada saksi WAHIB BERUTU selaku 
petugas PPS bukan pada hari yang sama dimana kotak suara tersebut 
dipindahkan ke kantor Kecamatan oleh para terdakwa tanpa alasan yang 
sah. 
Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 537 
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa 
menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan 
keberatan (eksepsi); 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum 
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 

1. Saksi DEVA SUSANTI, S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa 

dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – 
benarnya 

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan laporan yang saksi 
buat dalam pengaduan pidana pemilu. 
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- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil 
dan menjabat sebagai Komisioner dan koordinator Divisi Hukum dan 
Penindakan Pelanggaran dan saksi juga memiliki SK sebagai petugas pada 
Panwaslih Kab. Aceh Singkil. 

- Bahwa terjadinya dugaan pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut terjadi 
pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula 
Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat 
para terdakwa selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa 
Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. 
Aceh Singkil dengan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada petugas PPS . 

- Bahwa benar, saksi mengetahui tindak pidana Pemilu pada saat ini karena ada 
aturan yang mengatur bahwa para petugas KPPS tersebut wajib menyegel, menjaga 
dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN 
wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil 
penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada 
hari yang sama akan tetapi yang dilakukan oleh oleh para terdakwa sebagai petugas 
KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab Aceh singkil tidak demikian. 

- Adapun saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh 
para terdakwa selaku petugas KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris kab 
Aceh singkil berdasarkan dari laporan dari saksi JULIADI BANCIN dan dari hasil 
klarifikasi terhadap pelapor dan saksi saksi. 

- bahwa benar saksi pernah melihat barang bukti berupa foto dokumentasi dari saksi 
JULIADI BANCIN dan benar para terdakwa selaku KPPS TPS 4 tidak menjaga 
keutuhan kotak suara karena membawa kotak suara yang telah selesai dilakukan 
proses perhitungan dan rekapitulasi dalam keadaan tidak tersegel dan belum 
diserahkan kepada PPS sementara kotak suara sudah dipindahkan ke aula kantor 
camat ; 

- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula 
Kecamatan adalah petugas PPS bukan para terdakwa selaku KPPS dan hal tersebut 
dilakukan ketika seluruh proses selesai mulai dari pemungutan suara, perhitungan 
suara sampai dengan rekapitulasi data C1 Pleno. 
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- Bahwa tidak dibenarkan memindahkan kotak suara dari TPS dengan 
alasan apapun kecuali adanya bencana alam dan adanya gangguan 
penerangan; 
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak 
berkeberatan dan membenarkannya; 

2. Saksi JULIAMAN BANCIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya; 
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak 

pidana pemilu. 
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi 

maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 
16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris 
Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau 
memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak 
tersegel. 

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari 
saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat 
danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara 
tersebut belum diserahkan kepada PPS. 

- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula 
Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa 
Biskang 

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh 
perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian 
menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak 
suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para 
terdakwa selaku annggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan 
untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK 
(petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel. 

- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib 
menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara 
atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, 
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berita  acara  pemungutan  suara  serta  sertifikat  hasil  penghitungan 
perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN 
pada hari yang sama.; 
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak 
berkeberatan dan membenarkannya 

3. Saksi ABDUL MANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya; 
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak 

pidana pemilu. 
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi 

maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 
16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris 
Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau 
memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak 
tersegel. 

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari 
saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat 
danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara 
tersebut belum diserahkan kepada PPS. 

- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula 
Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa 
Biskang 

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh 
perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian 
menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak 
suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para 
terdakwa selaku annggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan 
untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK 
(petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel. 

- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib 
menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara 
atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, 
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berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan 

perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi 

KPPSLN pada hari yang sama; 
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa 
tidak 

berkeberatan dan membenarkannya 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Halaman 15 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

 

 

4. Saksi RAJA AMINULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya; 
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak 

pidana pemilu. 
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi 

maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 
16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris 
Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau 
memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak 
tersegel. 

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari 
saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat 
danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara 
tersebut belum diserahkan kepada PPS. 

- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula 
Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa 
Biskang 

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh 
perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian 
menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak 
suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para 
terdakwa selaku annggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan 
untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK 
(petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel. 

- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib 
menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara 
atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, 

 
Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Skl 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Alfhi Syarifudin Asri Pohan - Analisis Hukum Tentang Pidana Percobaan Terhadap ....

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Halaman 16 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

 

 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 
berita  acara  pemungutan  suara  serta  sertifikat  hasil  penghitungan 
perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN 
pada hari yang sama. 
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak 
berkeberatan dan membenarkannya 

5. Saksi IRWANSYAH PUTRA SAMBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya; 
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak 

pidana pemilu. 
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi 

maksudkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 
16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris 
Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau 
memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak 
tersegel. 

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari 
saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat 
danau paris dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara 
tersebut belum diserahkan kepada PPS. 

- Bahwa seharusnya yang boleh memindahkan kotak suara dari TPS ke Aula 
Kecamatan adalah PPS bukan para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa 
Biskang 

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh 
perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian 
menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak 
suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para 
terdakwa selaku annggota KPPS yang membawa melainkan PPS yang dibenarkan 
untuk membawa serta memindahkan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK 
(petugas pengawas kecamatan) dan itu sudah harus dalam keadaan tersegel. 

- Bahwa benar seharusnya para terdakwa selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib 
menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara 
atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, 
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berita  acara  pemungutan  suara  serta  sertifikat  hasil  penghitungan 
perolehan suara (C1 Pleno) kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN 
pada hari yang sama.; 
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak 
berkeberatan dan membenarkannya 

6. Saksi JULIADI BANCIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya; 
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak 

pidana pemilu. 
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Kantor DPRK Kabupaten Aceh Singkil dari Partai 

Demokrat. 
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu yang saksi maksudkan tersebut 

terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula 
Kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat 
para terdakwa selaku petugas KPPS Membawa atau memindahkan kotak suara dari 
TPS 4 Desa Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau 
Paris Kab. Aceh Singkil dengan keadaan tidak tersegel. 

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi RAJA AMINULLAH mengabari 
saksi bahwa TPS 4 yang berada di Desa Biskang diangkat menuju Aula kantor camat 
danau paris, dalam keadaan tidak bersegel dan sepengetahuan saksi juga kotak suara 
tersebut belum diserahkan kepada PPS . 

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa seharusnya menyelesaikan seluruh 
perhitungan suara terlebih dahulu lalu setelah itu menyegel kotak suara kemudian 
menyerahkan kepada PPS selanjutnya baru diperbolehkan untuk membawa kotak 
suara tersebut ke kantor kecamatan dan hal tersebutpun seharusnya bukan para 
terdakwa selaku KPPS yang membawa melainkan PPS yang akan membawa dan 
menyerahkan kepada PPK (petugas pengawas kecamatan) dan dalam keadaan 
tersegel. 

- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana Pemilu, KPPS/KKPSLN wajib 
menyegel,menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan 
suara,atau KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara ,berita acara 
pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS 
atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama akan 
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tetapi yang dilakukan oleh para terdakwa selaku KPPS TPS 4 desa biskang 
kecamatan danau paris kab Aceh singkil tidak demikian dan itu salah 
menurut undang-undang karena dapat berpotensi mengakibatkan terjadi 
kecurangan dalam proses penghitungan suara. 
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak 
berkeberatan dan membenarkannya 

7. Saksi WAHIB BERUTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya; 
- Bahwa saksi adalah anggota PPS di Kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada 

saat dilakukannya pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 untuk pemilihan 
DPRK,DPRA,DPR RI, DPD dan Presidan serta Wakil Presiden ; 

- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota PPS di kecamatan Danau 
Paris Kab. Aceh Singkil adalah memantau proses pemungutan suara di TPS dan 
menerima kotak suara setelah selesai dilakukannya perhitungan suara dikantor 
camat Danau Paris. 

- Bahwa benar anggota PPS pada kecamatan danau Paris Kab. Aceh Singkil ada 
menerima kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil 
pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 wib dari para terdakwa 
selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ; 

- Bahwa benar saksi ada melihat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang sudah berada 
di Aula Kecamatan dalam keadaan belum tersegel 

- Bahwa para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ada membawa 
kotak suara dalam keadaan tidak tersegel kekantor camat Danau Paris Kab. Aceh 
Singkil. 

- Bahwa saksi ada melihat langsung pada saat para terdakwa membawa kotak suara 
yang tidak tersegel tersebut ke Aula Kecamatan Danau Paris pada hari Kamis 
tanggall 18 April 2019 sekira pukul 16.00 wib ; 

- Bahwa seluruh kotak suara yang dibawa para terdakwa dari TPS 4 Desa Biskang 
tersebut semuanya tidak ada yang disegel pada saat di bawa menuju aula kantor 
camat danau paris ; 

- Bahwa benar yang dilakukan oleh para terdakwa menyalahi peraturan karena 
seharusnya anggota KPPS harus menyerahkan terlebih dahulu kotak suara dalam 
keadaan tersegel kepada PPS baru diperbolehkan dipindahkan ke aula kecamatan. 
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- Bahwa setahu saksi pada saat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang 
dipindahkan oleh para terdakwa, para terdakwa tersebut juga belum 
menyelesaikan seluruh proses perhitungan dan rekapitulasi suara Terhadap 
keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa tidak 
berkeberatan dan membenarkannya 
Menimbang, bahwa seyogyanya Hakim masih akan mendengarkan 3 (tiga) 
orang keterangan saksi lagi, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat hadir 
dipersidangan, karenanya atas persetujuan Para Terdakwa, Penuntut 
Umum membacakan keterangan saksi tersebut, yaitu: 

1. saksi SAYURMATUA TUMANGGER, pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut: 
- Bahwa saksi adalah anggota PPS di Kecamatan Danau Paris Kab. Aceh Singkil 

pada saat dilakukannya pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 untuk 
pemilihan DPRK,DPRA,DPR RI, DPD dan Presidan serta Wakil Presiden ; 

- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota PPS di kecamatan Danau 
Paris Kab. Aceh Singkil adalah memantau proses pemungutan suara di TPS dan 
menerima kotak suara setelah selesai dilakukannya perhitungan suara dikantor 
camat Danau Paris. 

- Bahwa benar anggota PPS pada kecamatan danau Paris Kab. Aceh Singkil ada 
menerima kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh 
Singkil pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 11.00 wib dari para 
terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ; 

- Bahwa benar saksi ada melihat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang sudah berada 
di Aula Kecamatan dalam keadaan belum tersegel 

- Bahwa para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 4 Desa Biskang ada membawa 
kotak suara dalam keadaan tidak tersegel kekantor camat Danau Paris Kab. Aceh 
Singkil. 

- Bahwa saksi ada melihat langsung pada saat para terdakwa membawa kotak suara 
yang tidak tersegel tersebut ke Aula Kecamatan Danau Paris pada hari Kamis 
tanggall 18 April 2019 sekira pukul 16.00 wib ; 

- Bahwa seluruh kotak suara yang dibawa para terdakwa dari TPS 4 Desa Biskang 
tersebut semuanya tidak ada yang disegel pada saat di bawa menuju aula kantor 
camat danau paris ; 

- Bahwa benar yang dilakukan oleh para terdakwa menyalahi peraturan karena 
seharusnya anggota KPPS harus menyerahkan terlebih dahulu 
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kotak suara dalam keadaan tersegel kepada PPS baru diperbolehkan 
dipindahkan ke aula kecamatan. 

-  Bahwa setahu saksi pada saat kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang 
dipindahkan oleh para terdakwa, para terdakwa tersebut juga belum 
menyelesaikan seluruh proses perhitungan dan rekapitulasi suara. 

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan 
membenarkannya; 

2. Saksi SAFARUDIN HUTABARAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini 

sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana pemilu yaitu mengenai 
kotak suara yang tidak tersegel. 

- Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari 
kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang 
Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yang dibawa menuju ke Aula 
Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak disegel dan belum diserahkan 
kepada PPS. 

- Bahwa setahu saksi yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu tersebut yaitu 
para terdakwa selaku anggota KKPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris 
Kab. Aceh Singkil 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan 
Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah 
membawa kotak suara tersebut dari TPS 04 Desa Biskang menuju ke Aula Kantor 
Camat Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada 
PPS. 

- Bahwa saksi pada saat itu saksi melihat secara langsung di TPS 04 Desa Biskang 
pada saat anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang membawa kotak suara tersebut 
menuju ke Aula kantor Camat danau Paris dalam keadaan tidak tersegel. 

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 
Desa Biskang anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang mengangkut kotak suara 
pemilihan DPRK, DPRA,DPRRI,DPD, dan presiden menuju Mobil Colt Diesel 
dalam keadaan tidak tersegel dan dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau 
Paris. 

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 saksi berada di TPS 04 Desa Biskang 
karena saksi sebagai Pengawas Desa Biskang yang 
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mana saksi berada ditempat tersebut sudah sejak tanggal 17 April 2019 
sekitar pukul 06.30 Wib sebelum pencoblosan dimulai. 

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas pengawas Desa Biskang 
yaitu mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum yang di laksanakan 
Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. 

- Adapun pada Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sebelum anggota KPPS 04 
Desa Biskang membawa kotak suara menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris, 
saksi ada mengingatkan kepada petugas KPPS 04 Desa Biskang agar setelah kotak 
suara tersebut dipindahhkan seteleh selesai dilakukan penghitungan dan 
rekapitulasi suara dan agar disegel terlebih dahulu dan diserahkan kepada PPS 
baru diperbolehkan dibawa ke aula kantor camat danau paris 

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang 
pemilihan Umum tidak di perbolehkan membawa kotak suara menuju aula PPK 
kecamatan Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dikarenakan akan 
menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan timbulnya kecurangan. 

- Ya Benar, saksi ada memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai 
Pengawas Desa Biskang yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil . 

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 18 April 2019 anggota KPPS 
TPS 04 Desa Biskang mulai mengangkut atau membawa kotak suara dalam 
keadaan tidak tersegel adalah pada pukul 16.00 Wib dengan menggunakan mobil 
colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris; 

- Bahwa sepengetahuan saksi sebab petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut 
atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan 
mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris adalah karena pada 
hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas PPK dari 
kecamatan danau paris dengan menggunakan mobil colt diesel ke TPS 04 Desa 
Biskang dan mengatakan bahwa waktunya sudah habis sudah bisa diangkut ke 
Aula Kecamatan Danau Paris dan selanjutnya petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang 
menghentikan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano dan selanjutnya membawa 
kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt 
diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris . 
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- Bahwa benar, seluruh kotak suara pemilihan DPRK, DPRA,DPRRI,DPD, 
                              dan presiden dalam keadaan tidak tersegel pada saat dibawa atau 
                              diangkut menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris. 

- Bahwa pada saat itu saksi mengikuti para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 
Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak 
tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat 
Danau Paris. 

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu sesampainya kotak suara tersebut di Aula 
Kantor Camat Danau Paris para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa 
Biskang melanjutkan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano. 

- Bahawakegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano selesai dikerjakan oleh petugas 
KPPS TPS 04 Desa Biskang di Aula Kantor Camat Danau Paris adalah pada 
keesokan harinya yaitu hari Jum’at tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 11.00 Wib. 

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan 
membenarkannya; 

3. Saksi FREDY TOTTY SIJABAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini 

sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana pemilu yaitu mengenai 
kotak suara yang tidak tersegel. 

- Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari 
kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 Desa Biskang 
Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil yang dibawa menuju ke Aula 
Kantor Camat Danau Paris dalam keadaan tidak disegel dan belum diserahkan 
kepada PPS. 

- Bahwa setahu saksi yang melakukan dugaan tindak pidana pemilu tersebut yaitu 
para terdakwa selaku anggota KKPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau Paris 
Kab. Aceh Singkil 

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang Kecamatan 
Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara karena telah 
membawa kotak suara tersebut dari TPS 04 Desa Biskang menuju ke Aula Kantor 
Camat Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dan belum diserahkan kepada 
PPS. 

- Bahwa saksi pada saat itu saksi melihat secara langsung di TPS 04 Desa Biskang 
pada saat anggota KPPS TPS 04 Desa Biskang membawa kotak 
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suara tersebut menuju ke Aula kantor Camat danau Paris dalam keadaan 
tidak tersegel. 

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di TPS 04 
Desa Biskang anggota KPPS di TPS 04 Desa Biskang mengangkut kotak suara 
pemilihan DPRK, DPRA,DPRRI,DPD, dan presiden menuju Mobil Colt Diesel 
dalam keadaan tidak tersegel dan dibawa menuju ke Aula Kantor Camat Danau 
Paris. 

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 saksi berada di TPS 04 Desa Biskang 
karena saksi sebagai Pengawas Desa Biskang yang mana saksi berada ditempat 
tersebut sudah sejak tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.30 Wib sebelum 
pencoblosan dimulai. 

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas pengawas Desa Biskang 
yaitu mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum yang di laksanakan 
Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. 

- Adapun pada Pada hari kamis tanggal 18 April 2019 sebelum anggota KPPS 04 
Desa Biskang membawa kotak suara menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris, 
saksi ada mengingatkan kepada petugas KPPS 04 Desa Biskang agar setelah kotak 
suara tersebut dipindahhkan seteleh selesai dilakukan penghitungan dan 
rekapitulasi suara dan agar disegel terlebih dahulu dan diserahkan kepada PPS 
baru diperbolehkan dibawa ke aula kantor camat danau paris 

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang 
pemilihan Umum tidak di perbolehkan membawa kotak suara menuju aula PPK 
kecamatan Danau Paris dalam keadaan tidak tersegel dikarenakan akan 
menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan timbulnya kecurangan. 

- Ya Benar, saksi ada memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai 
Pengawas Desa Biskang yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Aceh Singkil . 

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 18 April 2019 anggota KPPS 
TPS 04 Desa Biskang mulai mengangkut atau membawa kotak suara dalam 
keadaan tidak tersegel adalah pada pukul 16.00 Wib dengan menggunakan mobil 
colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris --- 

- Bahwa selain saksi masih ada yang mengetahui perbuatan petugas KPPS TPS 04 
Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam 
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keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke 
Aula Kantor Camat Danau Paris antara lain yaitu: 
1. Nama SAFARUDDIN, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Honores, Alamat 
Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil. Yang 
mana saudara SAFARUDDIN adalah sebagai PTPS di TPS 04 Desa 
Biskang. 

- Bahwa sepengetahuan saksi sebab petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang mengangkut 
atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan 
mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris adalah karena pada 
hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas PPK dari 
kecamatan danau paris dengan menggunakan mobil colt diesel ke TPS 04 Desa 
Biskang dan mengatakan bahwa waktunya sudah habis sudah bisa diangkut ke 
Aula Kecamatan Danau Paris dan selanjutnya petugas KPPS TPS 04 Desa Biskang 
menghentikan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano dan selanjutnya membawa 
kotak suara tersebut dalam keadaan tidak tersegel dengan menggunakan mobil colt 
diesel menuju ke Aula Kantor Camat Danau Paris . 

- Bahwa benar, seluruh kotak suara pemilihan DPRK, DPRA,DPRRI,DPD, dan 
presiden dalam keadaan tidak tersegel pada saat dibawa atau diangkut menuju ke 
Aula Kantor Camat Danau Paris. 

- Bahwa pada saat itu saksi mengikuti para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 
Desa Biskang mengangkut atau membawa kotak suara dalam keadaan tidak 
tersegel dengan menggunakan mobil colt diesel menuju ke Aula Kantor Camat 
Danau Paris. 

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu sesampainya kotak suara tersebut di Aula 
Kantor Camat Danau Paris para terdakwa selaku anggota KPPS TPS 04 Desa 
Biskang melanjutkan kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano. 

- Bahawa kegiatan penyalinan C1 dari C1 Plano selesai dikerjakan oleh petugas 
KPPS TPS 04 Desa Biskang di Aula Kantor Camat Danau Paris adalah pada 
keesokan harinya yaitu hari Jum’at tanggal 19 April 2019 sekitar Pukul 11.00 Wib. 

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan 
membenarkannya; 
Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para 
Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang 
meringankan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya 
tersebut; 
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Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
Terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA: 

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa 
dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ; 

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya 
dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan 
terdakwa lakukan selaku petugas KPPS, 

- Bahwa benar terdakwa adalah Ketua KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. Danau 
Paris Kab. Aceh Singkil. 

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis 
tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan 
rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa 
Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. 
Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-
rekan serahkan kepada petugas PPS . 

- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung 
jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan 
mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN 
wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat 
hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN 
pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan 
danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah 
memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan 
prosedurnya. 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan 
kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan 
karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ; 

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah 
lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang 
Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara 
tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel. 
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- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara 
                             tersebut proses rekapitulasi belum selesai dilakukan 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan 
perhitungan suara dan belum juga di segel; 

Terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO: 
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ; 
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya 

dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan 
terdakwa lakukan selaku petugas KPPS, 

- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. 
Danau Paris Kab. Aceh Singkil. 

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis 
tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan 
rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa 
Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. 
Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-
rekan serahkan kepada petugas PPS . 

- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung 
jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan 
mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN 
wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat 
hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN 
pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan 
danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah 
memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan 
prosedurnya. 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan 
kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan 
karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ; 

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah 
lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 
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Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak 
menjaga kotak suara tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan 
tidak tersegel. 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
proses rekapitulasi belum selesai dilakukan 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan 
perhitungan suara dan belum juga di segel; 

Terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG: 
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ; 
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya 

dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan 
terdakwa lakukan selaku petugas KPPS, 

- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. 
Danau Paris Kab. Aceh Singkil. 

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis 
tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan 
rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa 
Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. 
Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-
rekan serahkan kepada petugas PPS . 

- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung 
jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan 
mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN 
wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat 
hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN 
pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan 
danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah 
memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan 
prosedurnya. 
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- Bahwa  terdakwa  dan  rekan-rekan  disuruh  oleh  PPK  untuk  segera 
                             memindahkan kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan 
                             Danau Paris bukan karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ; 

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah 
lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang 
Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara 
tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel. 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
proses rekapitulasi belum selesai dilakukan 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan 
perhitungan suara dan belum juga di segel; 

Terdakwa IV SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU: 
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ; 
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya 

dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan 
terdakwa lakukan selaku petugas KPPS, 

- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. 
Danau Paris Kab. Aceh Singkil. 

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis 
tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan 
rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa 
Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. 
Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-
rekan serahkan kepada petugas PPS . 

- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung 
jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan 
mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN 
wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat 
hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN 
pada hari yang sama setelah perhitungan suara selesai dilakukan 
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- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang 
                             kecamatan danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara 

karena telah memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak 
seseuai dengan prosedurnya. 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan 
kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan 
karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ; 

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah 
lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang 
Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara 
tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel. 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
proses rekapitulasi belum selesai dilakukan 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan 
perhitungan suara dan belum juga di segel; 

Terdakwa V NURITE binti BUKHARI: 
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ; 
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya 

dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan 
terdakwa lakukan selaku petugas KPPS, 

- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. 
Danau Paris Kab. Aceh Singkil. 

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis 
tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan 
rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa 
Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. 
Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-
rekan serahkan kepada petugas PPS . 

- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan tanggung 
jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga dan 
mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau KPPS/KPPSLN 
wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan 
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suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau 
kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan 
suara selesai dilakukan 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan 
danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah 
memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan 
prosedurnya. 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan 
kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan 
karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ; 

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah 
lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang 
Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara 
tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel. 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
proses rekapitulasi belum selesai dilakukan 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan 
perhitungan suara dan belum juga di segel; 

Terdakwa VI NURITI binti BUKHARI: 
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa 

dan memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya ; 
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya 

dugaan tindak pidana pemilihan umum yang telah terdakwa dan rekan-rekan 
terdakwa lakukan selaku petugas KPPS, 

- Bahwa benar terdakwa adalah Anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. 
Danau Paris Kab. Aceh Singkil. 

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis 
tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat terdakwa dan 
rekan-rekan selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa 
Biskang menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. 
Aceh Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum terdakwa dan rekan-
rekan serahkan kepada petugas PPS . 
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- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan mengetahui bahwa tugas dan 
tanggung jawab selaku anggota KPPS/KKPSLN wajib menyegel, menjaga 
dan mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau 
KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan 
suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau 
kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan 
suara selesai dilakukan 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan 
danau paris kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah 
memindahkannya dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan 
prosedurnya. 

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan 
kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan 
karena inisiatif dari terdakwa dan rekan-rekan sendiri ; 

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena terdakwa dan rekan-rekan sudah 
lalai dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang 
Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara 
tersebut dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel. 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
proses rekapitulasi belum selesai dilakukan 

- Bahwa pada saat terdakwa dan rekan-rekan memindahkan kotak suara tersebut 
belum juga menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan 
perhitungan suara dan belum juga di segel; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan 
barang bukti; 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta- 
fakta hukum sebagai berikut: 

- Bahwa benar para terdakwa adalah anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. 
Danau Paris Kab. Aceh Singkil. 

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Kamis 
tanggal 18 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib diKantor Aula Kecamatan Danau 
Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil pada saat para terdakwa 
selaku petugas KPPS TPS 4 Membawa kotak suara dari TPS 4 Desa Biskang 
menuju aula kecamatan Danau Paris Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh 
Singkil dengan dalam keadaan tidak tersegel dan belum para terdajwa serahkan 
kepada petugas PPS . 
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- Bahwa benar para terdakwa mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab 
                             selaku  anggota  KPPS/KKPSLN  wajib  menyegel,  menjaga  dan 

mengamankan keutuhan kotak suara penghitungan suara, atau 
KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara, berita acara pemungutan 
suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau 
kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan 
suara selesai dilakukan 

- Bahwa para terdakwa selaku KPPS TPS 4 desa biskang kecamatan danau paris 
kab Aceh singkil sudah tidak menjaga kotak suara karena telah memindahkannya 
dengan alasan yang tidak sah atau tidak seseuai dengan prosedurnya. 

- Bahwa para terdakwa disuruh oleh PPK untuk segera memindahkan kotak suara 
dari TPS 4 Desa Biskang ke Aula Kecamatan Danau Paris bukan karena inisiatif 
dari para terdakwa sendiri ; 

- Bahwa para terdakwa mengakui kesalahan karena para terdakwa sudah lalai 
dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS pada TPS 4 Desa Biskang Kec. 
Danau Paris Kab. Aceh Singkil karena sudah tidak menjaga kotak suara tersebut 
dengan memindahkannya dalam keadaan tidak tersegel. 

- Bahwa pada saat para terdakwa memindahkan kotak suara tersebut proses 
rekapitulasi belum selesai dilakukan 

- Bahwa pada saat para terdakwa memindahkan kotak suara tersebut belum juga 
menyerahkannya kepada PPS karena belum selesai dilakukan perhitungan suara 
dan belum juga di segel ; 

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab 
Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan 
mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan 
dipenuhi oleh Terdakwa; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, 
Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP 
yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, 
b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa, dan lebih 
lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus 
sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu 
telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah 
dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya; 
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Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana 
kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-
Undang 
mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat 
bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas 
dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang 
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala 
sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan 
dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan 
perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Para 
Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah 
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
DAKWAAN  : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan 
Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 537 Undang-undang 
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 

1. Unsur setiap anggota KPPS/KPPSLN; 
2. Unsur yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan 

kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan 
sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada 
hari yang sama setelah perhitungan suara; 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
Ad.1. Unsur setiap anggota KPPS/KPPSLN; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap anggota KPPS/KPPSLN 
adalah setiap orang yang bertugas sebagai anggota maupun ketua pada 
KPPS/KPPSLN yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak 
dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai 
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tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap 
anggota KPPS/KPPSLN yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara 
ini. 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan 
berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan segala 
surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Para Terdakwa serta 
pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada 
persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang 
membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini 
sebagai anggota KPPS/KPPSLN yang dimaksud adalah terdakwa I 
BAHARUDIN SIMAMORA, terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, 
terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI 
MAMORA binti Alm NYAK BARU, terdakwa V NURITE binti 
BUKHARI dan terdakwa VI NURITI binti BUKHARI yang padanya tidak 
terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat 
dipertanggung jawabkan; 
Menimbang, bahwa mengenai apakah benar terdakwa I BAHARUDIN 
SIMAMORA, terdakwa II SURAHMAT bin HARIONO, terdakwa III 
ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, terdakwa IV SARIANTI MAMORA 
binti Alm NYAK BARU, 
terdakwa V NURITE binti BUKHARI dan terdakwa VI NURITI binti 
BUKHARI telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh 
Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak 
pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh 
karena itu, Hakim berpendapat bahwa Unsur setiap anggota 
KPPS/KPPSLN sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai 
Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi; 
Ad.2. Unsur yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan 
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara 
pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau 
kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan 
suara; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan para terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 April 
2019 sekitar pukul 
16.00 wib bertempat di TPS 04 Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh 
Singkil para terdakwa yang merupakan anggota KPPS pada TPS 04 Desa 
Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil tidak menjaga kotak suara 
karena telah membawa atau memindahkan kotak suara pemilihan DPRK, 
DPRA, DPRRI, DPD dan Presiden TPS 04 Desa Biskang menuju Aula 
Kantor Kecamatan Danau Paris 
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yang berada di Desa Biskang Kec. Danau Paris Kab. Aceh Singkil dengan 
menggunakan 1 (satu) unit mobil colt Diesel dalam keadaan tidak tersegel 
dan 
belum diserahkan kepada PPS yang mana seharusnya dalam membawa 
kotak suara tersebut para terdakwa wajib menyegel seluruh kotak suara 
tersebut jika hendak dibawa ke kantor Kecamatan karena jika sudah 
dipindahkan maka proses pemungutan suara dan proses perhitungan suara 
sudah dianggap selesai dilakukan; 
Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa membawa kotak suara yang 
tidak tersegel tersebut saksi WAHIB BERUTU dan saksi SURAHMAT 
HARIONO selaku PPS juga ikut membawa kotak suara tersebut yang 
mana secara tidak langsung penyerahan kotak suara tersebut memang 
belum dilakukan akan tetapi hal tersebut seharusnya sudah harus 
diserahkan oleh para terdakwa kepada PPS karena kotak suara sudah 
tidak lagi berada di lokasi TPS 4 Desa Biskang dan berdasarkan peraturan 
badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 dijelaskan bahwa 
pemindahan kotak suara dari TPS ketempat yang lain dapat dilakukan 
apabila terjadi bencana alam dan terjadi gangguan penerangan pada lokasi 
TPS namun demikian alasan tersebut tidak terpenuhi sehingga perbuatan 
tesebut tidak dapat dibenarkan kemudian para terdakwa juga belum 
menyelesaikan seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi penyalinan C1 
hologram (sertifikat perhitungan suara) sehingga kotak suara tersebut 
seharusnya tidak diperbolehkan dibawa atau dipindahkan ke Aula Kantor 
Kecamatan Danau Paris selain oleh PPS terlebih kondisi kotak suara 
tersebut dalam keadaan tidak tersegel karena akan berpotensi 
menimbulkan kecurigaan akan terjadinya kecurangan. 
Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa baru selesai melakukan 
penyalinan C1 hologram pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar 
pukul 
11.00 wib dan kemudian menyerahkannya kepada saksi WAHIB BERUTU 
selaku petugas PPS bukan pada hari yang sama dimana kotak suara 
tersebut dipindahkan ke kantor Kecamatan oleh para terdakwa tanpa 
alasan yang sah.; 
Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas Hakim 
berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut 
Umum telah pula terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 537 Undang- 
undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, 
maka dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi juga 
oleh Para Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut maka para Terdakwa 
haruslah dinyatakan 
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telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal 
yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus 
mempertanggung jawabkan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung 
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 
dan yang meringankan Para Terdakwa; 
Keadaan yang memberatkan: 

- Saksi Pelapor Juliadi Bancin merasa keberatan; Keadaan yang meringankan: 
- Para terdakwa belum pernah dihukum; 
- Para terdakwa berlaku sopan dipengadilan; 
- Para terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit; 
- Para terdakwa menyesali perbuatannya; dan 
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak dan istrinya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka 
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
Memperhatikan, Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-
undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; 
M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Terdakwa I BAHARUDIN SIMAMORA, Terdakwa II SURAHMAT 
bin HARIONO, Terdakwa III ASRI bin SARIFUDIN LIMBONG, Terdakwa IV 
SARIANTI MAMORA binti Alm NYAK BARU, 

Terdakwa V NURITE binti BUKHARI, Terdakwa VI NURITI binti 
BUKHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana ““Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak 
menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak 
suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan 
sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi 
KPPSLN pada hari yang sama setelah perhitungan suara”; 
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2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan 
pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) 
hari dan denda masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim 
yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 
percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir; 

4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000.00 (lima 
ribu rupiah);. 

Demikianlah diputuskan pada hari Jum’at tanggal 21 Juni 2019 oleh Saya H. Hamzah Sulaiman, 
S.H., Sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang 
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu Said Rachmad, S.H.,M.H., Panitera Pengganti 
dihadiri Mulkan Balya, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan 
dihadiri oleh Para Terdakwa. 
 
Hakim, 
 
 
d.t.o. 
H. Hamzah Sulaiman, S.H. 
 
 
Panitera Pengganti 
 
 
d.t.o. 
Said Rachmad, S.H.,M.H. 
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Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Halaman 38 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) 
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